PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

a. bahwa retribusi daerah di Kabupaten Tegal telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah ;

. bahwa guna memberikan pedomawy  dalam

pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Daerah, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan
atas Peraturan Daerah dimaksud ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah  Kabupaten Tegal
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049},



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
Il Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
{Lembaran Daerah Xabupaten Tegal Tahun 2008
Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Kabupaten
Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52} ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH. -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tegal.



10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perscroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN]},
atau badan usaha milik daerah (BUMD)} dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Qekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, scrta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.



17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasarn penyetorannya.

18. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah
surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau
memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang
retribusinya.

19. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau
untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu
waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
Undang.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif .dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.

21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat
atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah ;

BAB Il
OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2
Objek Retribusi adalah:
a. Jasa Umum;
b. Jasa Usaha; dan
c. Perizinan Tertentu
Pasal 3

(1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

(2) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

(3) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c¢ digolongkan sebagai Retribusi
Perizinan Tertentu.



BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

a.

b.

S F@ e A

(1)

(2)

(1)

(2)

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil ;

Retribusi Pelayanan Pemakaman;

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah

pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah, meliputi: '

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari Tempat Pembuangan
Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;

b. Penyediaan TPA; dan

c. Pengelolaan dan/atau pemusnahan sampah di TPA.

d. Pengambilan sampah dari tempat pedagang di lingkungan pasar ke
tempat pembuangan sementara.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah,
sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang
pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang
pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, termasuk pemungut
atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.



Paragraf 2

Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 7

Wajib retribusi pelayanan persampahan / kebersihan dikenakan tarif
sesual dengan jenis / kelompok retribusi yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Daerah.

Pasal 8

Pelayanan retribusi persampahan/kebersihan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah berupa pengambilan / pengumpulan sampah dari
tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir,
penyediaan tempat pembuangan akhir maupun pengelolaan dan / atau
pemusnahan sampah di tempat pembuangan akhir.

Pasa 9

(1) Pemungutan atas retribusi pesampahan / kebersihan dilakukan oleh
petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang membidangi
urusan kebersihan atas nama Bupati.

(2) Atas pembayaran retribusi persampahan / kebersihan yang telah
dipungut, wajib retribusi mendapatkan karcis atau resi dan/atau
kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi persampahan.

(8) Petugas Pemungut Retribusi mengetorkan hasil pungutan retribusi
kepada Bendaharawan Penerimaan SKPD dalam waktu 1 (satu) kali
24 jam ;

(4) Bendaharawan Penerimaan SKPD menyetorkan hasil pungutan
Retribusi Pesampahan [/ Kebersihan ke Kas Daerah dengan
menggunakan tanda bukti setoran kas daerah, dalam waktu 1 (satu)
kali 24 jam.,

(5) Jenis dan bentuk karcis atau resi dan/atau kuitansi sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) Pasal ini tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(6) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {(4)
tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi



Pasal 10

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP} dan
Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil terdiri atas :

21.

22,

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

E-KTP WNI

E-KTP WNA

E-KTP WNI (Keterlambatan)
E-KTP WNA (Keterlambatan)
SKPLN

SKDLN

SKTT

SKTS

Surat Keterangan Pindah
Kartu Keluarga WNI

. Kartu Keluarga WNA

. Kartu Keluarga WNI (Keterlambatan)

. Kartu Keluarga WNA (Keterlambatan)

. Akta Perkawinan WNI (Pencatatan di Kantor)

. Akta Perkawinan WNI (Pencatatan di luar Kantor)

. Akta Perkawinan WNA {Pencatatan di Kantor)

. Akta Perkawinan WNA (Pencatatan di luar Kantor)

. Kutipan Ke-II dan seterusnya Akta Perkawinan WNI
. Kutipan Ke-II dan seterusnya Akta Perkawinan

WNA

. Akta Perceraian WNI (Pencatatan kurang dari 1 (satu) bulan sejak

tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum
tetap}

Akta Perceraian WNA (Pencatatan kurang dari 1 (satu) bulan sejak
tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum
tetap)

Akta Perceraian WNI (Pencatatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak
tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum
tetap)

Akta Perceraian WNA (Pencatatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak
tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum
tetap)

Kutipan Ke-II Akta Perceraian WNI

Kutipan Ke-II Akta Perceraian WNA

Akta Kematian WNI

Akta Kematian WNA

Kutipan Ke-II Akta Kematian WNI

Kutipan Ke-II Akta Kematian WNA

Akta Pengakuan Anak WNI

Akta Pengakuan Anak WNA

Kutipan Ke-II Akta Pengakuan Anak WNI

Kutipan Ke-II Akta Pengakuan Anak WNA

Pencatatan Pengesahan Anak WNI

Pencatatan Pengesahan Anak WNA

Pencatatan Pengangkatan Anak / Adopsi WNI (Pencatatan kurang
dari 1 (satu)} bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang
telah berkekuatan hukum tetap)



37. Pencatatan Pengangkatan Anak / Adopsi WNA {Pencatatan kurang
dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang
telah berkekuatan hukum tetap)

38. Pencatatan Pengangkatan Anak / Adopsi WNI (Pencatatan lebih dari
1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah
berkekuatan hukum tetap)

39. Pencatatan Pengangkatan Anak / Adopsi WNA (Pencatatan lebih dari
1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah
berkekuatan hukum tetap)

40. Pencatatan Perubahan Nama / Akta WNI

41. Pencatatan Perubahan Nama / Akta WNA

Pasal 12

(1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menggunakan /
menikmati pelayanan jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk (E-KTP) dan Akta Catatan Sipil.

(2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk (E-KTP) dan Akta Catatan Sipil, termasuk pemungut
atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana ditentukan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Daerah.

Paragraf 2
Tata Cara Permohonan dan Persyaratan

_ Pasal 13
Untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan Akta Catatan

Sipil, setiap penduduk harus mengajukan permohonan kepada Bﬁ}ﬁéti
Tegal melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Tegal.

Pasal 14

Tata cara permchonan dan persyaratan untuk pengajuan Kartu Tanda
Penduduk (E-KTP) dan Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 15

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 14 adalah persyaratan permohonan
untuk jenis pelayanan sebagai berikut :

1. Penerbitan E-KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia,
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah
kawin;
b. Surat Pengantar RT/RW diketahui Kepala desa/Lurah;
¢. Fotokopi:



1. KK;
2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum
berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh
Dinas bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri
karena pindah.

- Penerbitan E-KTP baru bagi Orang Asing yang mermiliki Izin Tinggal
Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah
kawin;
b. Surat Pengantar RT/RW diketahui Kepala desa/Lurah;
c. Fotokopi :
1. KK;
2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum
berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Kutipan Akta Kelahiran;
4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- Penerbitan E-KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga
Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap,
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
b. Surat Pengantar RT/RW diketahui Kepala desa/Lurah;

c. fotokopi KK; dan

d. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

. Penerbitan E-KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara

Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap,

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan

b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara
Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

c. Surat Pengantar RT/RW diketahui Kepala desa/Lurah;

. Penerbitan E-KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara

Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap,

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. Surat Pengantar RT/RW diketahui Kepala desa/Lurah;

b. fotokopi KX; :

¢. KTP lama; dan

d. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

. Penerbitan E-KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk
Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

Surat Pengantar RT/RW diketahui Kepala desa/Lurah;

fotokopi KK;

KTP lama; dan

surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting.

fo o p

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi



Pasal 16

(1) Atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan Catatan Sipil
yang diberikan, pemohon dikenakan retribusi yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Daerah.

(2} Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi dari Wajib
Retribusi dengan menggunakan tanda bukti pemungutan berupa
kuitansi yang dipersamakan dengan SKRD ;

{3) Petugas Pemungut Retribusi mengetorkan hasil pungutan retribusi
kepada Bendaharawan Penerimaan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam ;

(4) Bendaharawan Penerimaan menyetorkan hasil pungutan Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil ke Kas Daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas
daerah, dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

Pasal 17

(1) Bukti pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2) dipergunakan sebagai tanda bukti pengambilan Kartu Tanda
Penduduk (E-KTP) atau Akta Catatan Sipil yang dimohonkan.

(2) Bentuk permohonan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku yang digunakan
Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

(3) Bentuk dan jenis tanda bukti pemungutan retribusi penggantian
biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(4) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Pemakaman

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakamarn.

Pasal 19

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah jasa pelayanan
pemakaman.

Pasal 20

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi yang
menggunakan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan.
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(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi yang

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(4)

)

®)

(7)

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan
Pemakaman, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan
Pemakaman sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Paragraf 2
' Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 21

Setiap pemohon yang akan menggunakan jasa pelayanan pemakaman
maupun perpanjangan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui kepala
SKPD yang membidangi urusan pertamanan / pelayanan
pemakaman.

Permohonan jasa pclayanan' pemakaman harus dilampiri dengan
berkas persyaratan yang meliputi :

a. KTP pemohon dan / atau surat keterangan / pengantar dari
Paguyuban / Kerukunan Kematian ; dan

b. Foto copy surat kematian jenazah yang akan dimakamkan.

Pasal 22

Atas jasa pelayanan pemakaman yang diperoleh, pemohon dipungut
retribusi yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah.

Retribusi dibayarkan pada saat wajib retribusi mengajukan
permohonan jasa pelayanan pemakaman.

Pembayaran atas retribusi yang dikenakan dibayarkan kepada
bendahara penerimaan pada SKPD yang membidangi pelayanan
pemakaman / pertamanan.

Bendahara penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi
pelayanan pemakaman ke Kas Daerah dengan menggunakan tanda
bukti setoran kas daerah, dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

Atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon
mendapatkan tanda bukti pembayaran retribusi dalam bentuk
kuitansi. '

Bentuk dan jenis tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat {5) Pasal ini tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
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Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 23

Den_gan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan
umum. '

Pasal 24

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap jasa
penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 25

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap
orang yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana ditentukan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Daerah.

Paragraf 2
Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 26

(1) Atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dinikmati, wajib
retriusi dipungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

{2) Pemungutan atas retribusi parkir di tept jalan umum dilakukan oleh
petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang mebidangi
urusan perhubungan atas nama Bupati.

(3) Atas pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang
telah dipungut, wajib retribusi mendapatkan tanda bukti pembayaran
retribusi dalam bentuk karcis yang dipersamakan sebagai SKRD dan
mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk
porporasi.

(4} Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi
kepada bendaharawan penerimaan SKPD dalam waktu 1 (satu) kali
24 jam.

(5) Bendaharawan penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke
Kas Daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah,
dalam waktu 1 {satu) kali 24 jam.

(6} Jenis dan bentuk tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana
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dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(7) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5}

tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana,
berupa pelataran, loos, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan
khusus disediakan untuk pedagang,

(1}

(2)

(1)

{2)

(1)

Pasal 28

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap pelayanan atas
penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran,
loos maupun kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus
disediakan untuk pedagang dan pengguna jasa lain di pasar.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan dan/atau menikmati/memperoleh hak untuk
mendapatkan pelayanan atas penyediaan fasilitas di pasar.

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2 |
Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 30

Retribusi pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
berupa fasilitas ruang / tempat untuk berjualan di pasar yang
dikelola / dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

13



(2)

(1}

(2)

{3)

(4)

(S)
(6)

(7)

9)

Untuk mendapatkan fasilitas ruang / tempat berjualan di pasar wajib
retribusi terlebih dulu harus mengajukan permohonan untuk
mendapatkan surat ijin penempatan dan pemakaian kekayaan daerah
yang diterbitkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan pasar
atas nama Bupati.

Pasal 31

Pemungutan atas retribusi pelayanan pasar dilakukan setiap hari
oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang membidangi
urusan pasar atas nama Bupati, kepada wajib retribusi setiap kali
berdagang di pasar.

Besaran retribusi sesuai dengan kelas pasar dan luas tempat usaha
sebagaimana tercantum pada Surat ljin Penempatan dan Pemakaian
Kekayaan Daerah yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah ( SKRD ).

Surat [jin Penempatan dan Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang
membidangi urusan pasar atas nama Bupati, baik untuk pedagang
yang menempati loos, kios maupun tanah di lingkungan pasar.

Atas retribusi yang dibayar, wajib retribusi mendapat tanda bukti
pembayaran berupa karcis.

Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi
kepada bendaharawan penerimaan SKPD dalam waktu 1 (satu) hari.
Bendaharawan penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke
kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah,
dalamn waktu 1 (satu) kali 24 jam.

Jenis dan bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal
ini tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tercanturn dalam Lampiran XVIiIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Tanda bukti pembayaran berupa karcis lama masih tetap
dipergunakan tetapi dengan menerapkan tarip baru sampai dengan
diterbitkannya karcis baru yang mendasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan
bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
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Pasal 33

(1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi :
a. mobil penumpang umum ;

b. mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus ; dan

¢. kereta gandengan dan kereta tempelan.

Pasal 34

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengujian
Kendaraan Bermotor.

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 35

Untuk mengujikan kendaraan bermotor, pemohon  mengajukan
permohonan atau mendaftarkan kendaraannya dengan mengisi
formulir pendaftaran/permohonan di SKPD yang membidangi urusan
perhubungan.

Untuk kendaraan yang baru pertama kali dilakuken pengujian,
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
persyaratan sebagai berikut : -

a. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan foto copy ;
b. Surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli dan foto copy ;

c. KTP pemilik kendaraan asli dan foto copy (jika dikuasakan disertai
Surat Kuasa dari pemilik kendaraan) ;

d. Sertifikat uji type kendaraan ;

e. Sertifikat registrasi uji type (dari penanggungjawab produksi) asli
dan foto copy ;

f. Sertifikat rancang bangun (dari Dirjenhub Darat] dan surat
keterangan hasil pemeriksaan mutu uji ;

g. Surat izin usaha (untuk kendaraan tertentu) ;
h. Surat izin operasi angkutan sewa dan pariwisata ;

i. Surat Tera Tangki (untuk kendaraan taxi meter, tangki dan
kendaraan yang menggunakan vahan bakar gas).

Untuk pengujian kendaraan periodik 6 (enam} bulan sekali,
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
persyaratan sebagai berikut :

a. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) asli yang masih
berlaku ;

b. Surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli dan foto copy ;
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¢. Kartu tanda penduduk pemilik kendaraan asli dan foto copy
(apabila dikuasakan disertai surat kuasa dari pemilik kendaraan) ;

d. Buku uji.

Pasat 36

(1) Setelah mengisi formulir permohonan / pendaftaran sekaligus
merupakan SKRD, pemohon membayar retribiisi yang ditétapkan
kepada bendahara penerimaan SKPD.

(2) Setelah pemohon membayar retribusi, kemudian pemohon
menyerahkan kendaraan yang akan diuji disertai form laporan hasil
pemeriksaan kendaraan kepada penguji untuk dilakukan pengujian.

(3) Petugas uji menempelkan stiker sebagai tanda telah dilakukan
pengujian pada kendaraan yang telah lolos uji.

(4) Bendaharawan penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke
kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah,

~ dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

(5) Jenis dan bentuk formulir permohonan/pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan form laporan hasil
pemeriksaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta
stiker tanda telah lolos uji kendaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lamplran \% yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(6) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau
pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan
pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, yang dimiliki
dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 39

(1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang
pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
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(2)

{1)

(2}

(1)

(2}

(1)
(2)
(3)
(4)

(S)

(1)

(2)

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang
pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, termasuk

pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran.

Paragraf 2
Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 40

Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dapat dilakukan oleh petugas
yang ditunjuk berdasarkan surat perintah oleh Kepala SKPD yang
mebidangi urusan penanganan kebakaran atas nama Bupati dengan
mendatangi lokasi obyek retribusi atau dilakukan di kantor apabila
pemohon mengajukan dan / atau membawa sendiri alat pemadam
kebakaran yang akan diuji.

Sebelum dilakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran pemohon
wajib mengisi formulir permohonan.

- Pasal 41

Setelah dilakukan pengujian alat pemadam kebakaran, petugas
membuat Berita Acara Pemeriksaan / Pengujian. Alat Pemadam
Kebakaran dan wajib retribusi diberikan salinannya.

Untuk alat pemadam kebakaran yang telah diuji, petugas penguji
menempelkan Kartu Segel Tanda Pengujian.

Pasal 42

Atas jasa pelayanan pengujian alat pemadam kebakaran, pemohon
dipungut retribusi oleh petugas penguji.

Pembayaran atas jasa pelayanan pengujian alat pemadam kebakaran
dilakukan pada saat pengujian telah selesai dilaksanakan.

Petugas penguji menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada
bendaharawan penerimaan SKPD dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

Bendaharawan penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke
kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah,
dalam waktu 1 {satu} kali 24 jam.

Atas retribusi yang dipungut, wajib retribusi diberi tanda bukti
pembayaran berupa kuitansi - sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 43

Jenis dan bentuk berita acara pemeriksaan/ pengujian dan kartu
segel tanda pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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'Bagian Kedelapan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 44

Dengar} nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah
Daerah. -

(1)

(2)

(1)
(2)

(1}

(2)

(2)
(3)

Pasal 45

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta
yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Penyediaan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penggandaan peta meliputi peta administrasi, peta perencanaan
dan peta tematik;

b. pembuatan peta yaitu peta keterangan rencana kota.

Pasal 46

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi
atau Badan yang mendapatkan Cetak Peta.

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi

Penggantian Biaya Cetak Peta, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. o

Paragraf 2
Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 47
Setiap orang atau badan yang ingin mendapatkan cetak peta harus
mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang
membidangi urusan perencanaan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri
persyaratan sebagai berikut :
a. Kartu identitas pemohon dan atau identitas badan ;
b. Keterangan / Pernyataan penggunaan peta.

Pasal 48
Atas cetak peta yang diperoleh, pemohon dikenakan retribusi biaya
cetak peta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
Retribusi dibayarkan kepada bendahara penerimaan SKPD setelah

cetak peta diterima oleh pemchon.
Atas pembayaran retribusi cetak peta sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) pemohon diberi tanda bukti pembayaran berupa kuitansi.
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(4) Bendaharawan penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke
kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah,
dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

(5) Jenis dan bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran XVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(6) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahikan dari Peraturan ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan
dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.

(2} Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta.

Pasal 51

(1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah
orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah.

(2} Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang
pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan wuntuk melakukan pembayaran
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan
Kakus.

Paragraf 2
Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 52

Setiap orang / badan yang akan menggunakan jasa pelayanan
penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah
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s

Daerah harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala
SKPD yang membidangi urusan pertamanan dan kebersihan.

Pasal 53

(1) Atas jasa pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus yang
diperoleh, pemohon dipungut retribusi yang besarnya sebagaimana
ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Daerah.

(2} Pembayaran dilakukan setelah jasa penyediaan dan / atau peyedotan
kakus selesai dilaksanakan dan dibayarkan kepada petugas yang
telah mendapatkan surat perintah dari Kepala SKPD untuk
memungut retribusi dan melakukan penyedotan kakus.

{3) Petugas pemungut menyetorkan hasil pemungutan retribusi melalui
bendaharawan penerimaan SKPD dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

(4) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pemohon mendapatkan tanda bukti pembayaran berupa  kuitansi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

{5) Bendaharawan penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke
kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah,
dalam waktu 1 {satu) kali 24 jam.

(6) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 54

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan,
keselamatan dan kepentingan umum.

Pasal 55

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah setiap
pemanfaatan ruang (tanah dan udara) untuk menara telekomunikasi
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan dan
kepentingan umum.

Pasal 56

(1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang
pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa
Pengendalian Menara Telekomunikasi.
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(2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang

pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk pemungut
atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2
Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 57

Setiap orang / badan yang telah memanfaakan ruang (tanah dan udara)
untuk pendirian menara telekomunikasi dilakukan pengendalian menara
telekomunikasi oleh pemerintah daerah.

(1)

(2)

3

(4)

(3)

(6)

{7)

Pasai 58

Atas jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk pendirian menara
telekomunikasi dan pengendalian atas keberlangsungan menara
telekomunikasi, pemohon dipungut retribusi pengendalian menara
telekomunikasi yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Daerah. - :

Pembayaran retribusi ~pengendalian menara telekomunikasi
dibayarkan satu kali dalam setahun.

Pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi
dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berjalan oleh
wajib retribusi.

Pembayaran atas retribusi yang dikenakan dibayarkan melalui
bendaharawan penerimaan SKPD.

Atas pembayaran retribusi yang dipungut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemohon mendapatkan tanda bukti pembayaran
berupa kuitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bendaharawan penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke
kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah,
dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 59

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

a.

b
c.
d
e

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

Retribusi Terminal;

. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
. Retribusi Rumah Potong Hewan;
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f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian, penggunaan dan
pemanfaatan kekayaan barang-barang bergerak dan tidak bergerak serta
fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pasal 61

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian
kekayaan Daerah.

Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
pemakaian tanah; :

pemakaian alat-alat mesin laboratorium,;

pemakaian gedung/bangunan;

pemakaian alat berat;

pemakaian mobil pemadam kebakaran;

pemakaian RSPD (Radio Pertiwi FM) ;

pemakaian GOR Indor ; dan

. pemakaian GOR TRI SANJA. :
Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang
tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

PR™0o a0 op

Pasal 62

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian
kekayaan Daerah.

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan wuntuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah. '

- Paragraf 2
Tata Cara dan Pemungutan .

Pasal 63 ,
Setiap orang atau badan yang ingin mendapatkan pelayanan
pemzkaian kekdyaan daerah harus mengajukan / mengisi formulir
permohonan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mengelola
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masing-masing jenis obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

(2) Bentuk formulir perinohonan dan persyaratan yang harus dilengkapi
diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala SKPD.

(3) Atas permohonan pemakaijan kekayaan daerah yang dikabulkan,
Kepala SKPD menerbitkan / memberikan ijin pemakaian kekayaan
daerah, kecuali terhadap ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf b dan
huruf f tidak perlu diterbitkan ijin.

(4) Khusus ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf b dan huruf {f, pemakaian
kekayaan daerah dapat diberikan setelah pemohon membayar
retribusi yang harus dibayar.

Pasal 64 _

(1) Atas pemakaian kekayaan daerah yang didapatkan, pemochon
dikenakan retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

(2) Retribusi dibayarkan kepada bendaharawan penerimaan SKPD pada
saat permohoénan diajukan dan / atau pada saat ijin pemakaian
kekayaan daerah diterbitkan / diberikan kepada pemohon.

(3) Atas pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pemohon diberi tanda bukti pembayaran
berupa kuitansi.

(4) Bendaharawarn penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke
kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah,
dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

(5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3} Pasal
ini tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

(6) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisalikan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 65

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar
grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang
dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

(1) Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pelayanan
penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
peniyediaan fasilitas pasar grosir dan / ataii pertokoan berbagai jeriis
barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang
disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
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(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

(2}

(1)

{2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak
swasta.

Pasal 67

Su.bjek. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang
pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar
grosir dan/atau pertokoan.

Wajib retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan.

Paragraf 2
Tata Cara dan Pemlingutan

Pasal 68

Untuk mendapatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/
atau pertokoan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada
Kepala SKPD yang membidangi urusan perdagangan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri
persyaratan sebagai berikut :

a. Foto copy bukti diri ; dan -

b. Pernyataan rencana pemanfaatan kekayaan daerah yang dimohon.

Atas permohonan yang diajukan, pemohon yang telah memenuhi
syarat dan telah membayar retribusi pasar grosir dan / atau
pertokoan diberikan pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir yang
dituangkan dengan ijin pemberian pelayanan penyediaan pasar grosir
dan / atau pertokoan dari Kepala SKPD.

Pasal 69
Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dilaksanakan dengan
penyediaan fasilitas pada pasar yang dikelola oleh / milik Pemierititah
Daerah.
Atas pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
retribusi  dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 70
Retribusi dibayarkan melalui bendaharawan penerimaan SKPD yang
meinbidatigi uruati perdagangat atas natia Bupati.
Pembayaran retribusi dilakukan pada saat ijin pemberian pelayanan
penyediaan fasilitas pasar grosir dan / atau pertokoan diberikan
kepada pemohon.
Atas retribusi yang dipungut, wajib retribusi mendapatkan tanda
bukti pembayaran berupa kuitansi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini..
Bendaharawan penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke
kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah,
dalam waktu 1 (satu) kali 24 x jam.
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(5) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 71

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran
atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis
umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan
terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 72

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir
untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha
dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah
dan pihak swasta.

Pasal 73

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan /menikmati pelayanan terminal.

Wajib Retribusi tempat parkir adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Paragraf 2
Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 74

Atas jasa pelayanan dan / atau penyediaan tempat parkir untuk
kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan
failitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan
/atau dikelola oleh Pemerintali Daerali dipuingut retribusi kepada
setiap orang / badan yang memanfaatkan/mendapatkan jasa
pelayanan di lingkungan terminal.
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(2) Khusus penggunaan ruang / kios terminal, wajib retribusi yang akan
mendapatkan pelayanan dan pemanfaatan penggunaan ruang / kios
terminal harus mendapatkan ijin dari Kepala SKPD dengan terlebih
dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada kepala SKPD dengan
melampirkan foto copy identitas / bukti diri.

(3) Pemungutan atas retribusi terminal dilakukan oleh petugas yang
ditunjuk oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan perhubungan
atas nama Bupati kepada wajib retribusi setiap akati menggunakari /
menikmati pelayanan terminal.

(4) Khusus untuk penggunaan ruang / kios retribusi dibayarkan melalui
bendaharawan penerimaan SKPD pada saat ijin penggunaan ruang /
kios diberikan / diterbitkan.

(5) Atas retribusi yang dibayar, wajib retribusi mendapat tanda bukti
pembayaran berupa karcis dan / atau kuitansi.

(6) Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi
kepada bendaharawan penerimaan SKPD dalam waktu 1. (satu) kali
24 jam. ,

{7) Bendaharawan penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke
kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah,
dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam. '

{8) Jenis dan bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) Pasal ini tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratiiran ini.

(9) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 75

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelayanan penyediaan
tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 76

(1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat
khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
meliputi : .
a. terminal ; '
b. Rumah Sakit Umum Daerah ;
C. pasar;
d. obyek wisata ;
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

GOR

Kolam renang ;

PPI/TPI ;

parkir kendaraan bermotor di Maribaya ; dan
tempat lainnya yang ditentukan oleh Bupati.

FERR e

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 77

Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus
Parkir.

Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

_ Paragraf 2
Tata Cara dan Pemungutan

. Pasal 78

Atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah, dipungut retribusi tempat khusus parkir kepada
setiap orang pribadi / badan yang memperoleh manfaat jasa
pelayanar dirnaksud.

Pemungutan atas retribusi tempat khusus parkir dilakukan setiap
hari oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang membidangi
urusan perhubungan dan / atau SKPD yang mengelola tempat
khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2 ) atas
nama Bupati.

Besaran retribusi tempat khusus parkir sebagaimana ditentukan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Daerah. :

Atas retribusi yang dibayar, wajib retribusi mendapat tanda bukti
pembayaran berupa karcis yang dipersamakan dengan SKRD yang
mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk
porporasi.

Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi
kepada bendaharawan penerimaan SKPD dalam waktu 1 (satu) kali
24 jam.

Bendaharawan penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke
kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah,
dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

Jenis dan bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal
ini tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
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(8) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan -

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 79

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak
termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum/sesudah
dipotong; yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

(1)

(2)

2)

(1)

Pasal 80

Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan
fasilitas rumah pemotongan hewan temak termasuk pelayanan
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum / sesudah dipotong yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan
ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasél 81

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah potong
hewan yang bersangkutan.

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2
Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 82

Untuk mendapatkan pelayanan pemotongan hewan, pemohon harus
membawa ternak yang akan dipotong ke rumah potong hewan yang
disediakan / dikelola oleh Pemerintah Daerah.
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(2) Retribusi rumah potong hewan dikenakan kepada pemilik ternak
setiap kali memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan
hewan dan / atau pemotongan ternak di rumah potong hewan yang
disediakan / dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

(1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas yvang ditunjuk oleh
Kepala SKPD yang membidangi urusan peternakan atas nama Bupati,
kepada wajib retribusi.

{2} Atas retribusi yang dibayar, wajib retribusi mendapat tanda bukti
pembayaran berupa karcis.

{3) Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi
kepada bendaharawan penerimaan SKPD dalam waktu 1 (satu) kali
24 jam.

(4) Bendaharawan penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke
kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah,
dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

(5) Jenis dan bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(6) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 84

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut
Retribusi- sebagai pembayaran atas penyediaan tempat rekreasi,
pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah. '

Pasal 85

{1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan
tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
dsediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha
Mililkt Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 86

(1) Subjek retribusi rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau
' Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan
olahraga yang bersangkutan. ,
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(2)

(1)

(2)

Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retiibusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan
olahraga.

Paragraf 2
Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 87

Untuk dapat menggunakan / menikmati pelayanan tempat rekreasi
dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah setiap oran pribadi atau badan harus membayar
retribusi  sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga dilakukan oleh
petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang membidangi
pariwisata atas nama Bupati. \

Pasal 88

Bagi wajib retribusi yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat
rekreasi dan oleh raga secara berkelompok / rombongan, dapat diberi
keringanan tarip retribusi dengan ketentuan sebagai berikut : :

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Untuk rombongan dengan jumlah 25 orang - 50 orang diberi
keringanan sebesar 15% (lima belas persen) ;

Untuk rombongan dengan jumlah 51 orang - 100 orang diberi
keringanan sebesar 20% (dua puhuh persen) ;

Untuk rombongan dengan jumlah lebih dari 100 orang diberi
keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) ;

Untuk rombongan yang menyangkut kegiatan sosial diberi keringanan
sebesar 50% (lirna puluh persen) ;

Pasal 89

Atas retribusi yang dibayar, wajib retribusi mendapat tanda bukti
pembayaran berupa karcis yang dipersamakan dengan SKRD yang
mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk
porporasi.

Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya berlaku
untuk 1 (satu) kali masuk ke tempat rekreasi dan oleh raga.

Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi
kepada bendaharawan penerimaan SKPD dalam waktu 1 (satu) kali
24 jam. ,

Bendaharawan penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke
kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah,
dalam waktu 1 (satu)} kali 24 jairi.

Jenis dan bentuk karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
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(6)

Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan itii.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 90

Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut
scbagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah
Daerah.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 91

Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan
hasil produksi usaha cleh Pemerintah Daerah.

Hasil penjualan produksi usaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penjualan benih ikan; dan

b. penjualan hasil produksi usaha daerah lainnya.

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Unium Milik Daerah dati pihiak swasta.

Pasal 92

Subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang
pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

Wajib retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang
pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan
produksi usaha daerah.

Paragraf 2
Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 93

Setiap orang atau Badan yang membeli hasil produksi usaha daerah
dipungut retribusi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dibayarkan kepada
bendaharawan penerimaan SKPD yang mengelola penjualan produksi
usaha daerah.
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Pasal 94

{1} Atas retribusi penjualan produksi usaha daerah yang telah

(2)

(3)

(4)

dibayarkan, wajib retribusi mendapatkan bukti pembayaran berupa
kuitansi.

Bendaharawan penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke
kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah,
dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

Jenis dan bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran XVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB YV
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 95

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

a.
b.
C.
d

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
Retribusi Izin Gangguan ;

Retribusi Izin Trayek ; dan

Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 96

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan
suatu bangunan dan prasarana bangunan kepada pemilik bangunan
untuk membangun baru, rehabilitasi / renovasi meliputi perbaikan/
perawatan, perubahan dan perluasan / pengurangan, dan pelestarian/
pemugaran sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan
teknis yang berlaku.

(1)

(2)

Pasal 97

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin
untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/
perawatan, perubahan dan perluasan/pengurangan, dan pelestarian/
pemugaran.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya
agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata
ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB),
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(3)

(4)

(3)

(4)

(1)

{2)

(3)

koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB),
dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan
dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati
bangunan tersebut.

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atanu
Pemerintah Daerah.

Khusus bangunan yang didirikan dengan tujuan untuk fungsi sosial
dan keagamaan dikenakan tarif retribusi sebesar 50% ({lima puluh
persen) dari tarif retribusi yang seharusnya dipungut.

Pasal G8

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah
Daerah.

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi lzin Mendirikan
Bangunan.

Paragraf 2
Tata Cara dan Pemunguntan

Pasal 99

Untuk mendapatkan IMB pemohon harus mengajukan permohonan
kepada Bupati melaiui Kepala SKPD yang membidangi urusan
perizinan dengan mengisi blanko / formulir permohonan yvang
disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri
persyaratan sebagai berikut :

a. Foto kopi sertifikat atau surat bukti kepemilikan tanah (sertifikat,
letter C, akta jual beli) ;

b. Sketsa / gambar situasi bangunan ;

c. Keputusan Izin Lokasi/Rekomendasi/Izin Perubahan Peruntukan
Tanah ;

d.Gambar rencana bangunan, untuk bangunan bertingkat dan
perusahaan / industri yang dilegalisir (mendapat pengesahan) oleh
Kepala SKPD yang membidangi pekerjaan umum ;

€. Surat persetujuan tetangga untuk semua fungsi bangunan yang

diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, kecuali untuk bangunan proyek
pemerintah / pemerintah daerah :

f. Foto kopi NPWP bagi perusahaan.

Persetujuan tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
dianggap sah / memenuhi syarat apabila disetujui oleh minimal
setengah jumlah tetangga yang berbatasan persil dengan bangunan
dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah. -
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(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

{1)

(2}

(3)
(4)

(9

©)

Pasal 100

Dalam pelaksanaan pembangunan pemohon diwajibkan memasang
papan IMB.

Biaya pembuatan papan IMB sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) dibebankan kepada pemohon.

Jenis dan bentuk serta ukuran papan IMB sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 101

Atas permintaan pemohon, Kepala SKPD dapat menerbitkan surat
keterangan dalam proses atas IMB yang diajukan.

Surat keterangan dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung
sejak diterbitkan dan bukan merupakan IMB.

Surat keterangan dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini dapat diberikan dengan ketentuan berkas permohonan
sudah diterima oleh SKPD yang membidangi perizinan disertai dengan
persyaratan yang lengkap serta sudah membayar lunas retribusi yang
harus dibayar.

Pasal 102
Atas penerbitan IMB yang diberikan, pemohon dikenakan retribusi
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
Atas retribusi yang dibayarkan, wajib retribusi mendapatkan bukti
pembayaran berupa kuitansi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Retribusi IMB dibayarkan melalui bendaharawan penerimaan SKPD.
Bendaharawan Penerimaan menyetorkan hasil pungutan Retribusi
IMB ke Kas Daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas
daerah, dalam waktu 1 {satu) kali 24 jam.
Jenis dan bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI[ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 103

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan
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En

kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman
bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah
terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum,
memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan
dan kesehatan kerja.

Pasal 104

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,
termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatah usaha secara teruis-
menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban,
keselamatan, atau kesehatan wumum, memelihara ketertiban
lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah tempat usaha / kegiatan yang telah di AMDAL oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(3) Untuk jenis usaha / kegiatan yang bergerak dibidang jasa pelayanan
sosial {(missal : PMI) dikenakan tarip retribusi sebesar 50% {lima
puluh persen) dari tarip yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Derah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 105

{1} Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan
yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

{2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2
Tata Cara Persyaratan Permohonan Izin Gangguan

Pasal 106
(1) Permohonan Izin Gangguan Baru, digjukan secara tertuhs kepada

Bupati Tegal Cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan, dengan

dilampiri :

1. Foto copy KTP yang masih berlaku ;

2. Pas foto ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 2 (dua) lembar ;

3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (bagi pemohon yang
berbentuk Badan Hukum/ AD/ ART yang sudah disyahkan bagi
Koperasi) ;

4. Foto copy bukt kepemilikan tanah (Sertifikat, Surat Perjanjian
Sewa/ Kontrak, Persetujuan Pemilik bagi yang bukan milik
sendiri} ;

5. Foto copy Izin Lokasi / Surat Rekomendasi Rencana Perolehan
Tanah dan atau Penggunaan Tanah ;

6. Surat persetujuan Tetangga/ Masyarakat yang berbatasan Persil,
diketahui oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat setempat ;

7. Untuk usaha/kegiatan seperti Menara Telekomunikasi, SPBU,
SPBE, Industri Pembangkit Listrik, Rumah Sakit, Pasar Modern,
Industri Kecap/Saos, Industri Fillet / Tepung lkan, Peternakan
(dalam jumlah / skala besar}, harus melakukan sosialisasi
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- kertas buram / roneo
- ukuran 6 cm x 12 cm
- wama pink

M - wama tulisan hitam
B - nominal Rp 500,

d - kertas buram / roneo
: - ukuran 6 cmx 12 cm
| - wama pink

B - wama tulisan biru

B - nominal Rp 750,-

¥ - kertas buram / ronec

- ukuran 6 em x 12 cm

- wamna pink

B - warna tulisan mefah
& - nominal Rp 2.000,-

WAKIL BUPATRI TEGAL,
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(2)

(3)

(3)

(1)

terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk berita acara,
ditandatangani oleh peserta sosialisasi, diketahui oleh Kepala Desa
/ Lurah dan Camat setempat.

7. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB}) ;

8. Foto copy NPWPD / NPWP; o

9. Foto copy Tanda Lunas PBB tahun terakhir ;

10. Surat Pernyataan Kesanggupan di atas kertas bermeterai ;

a. Menanam Pchon Lindung ;

b. Menjaga kelestarian lingkungan dan selalu berusaha mencegah
terjadinya pencemaran lingkungan ;

c. Menyediakan alat kelengkapan keamanan/ keselamatan proses
kegiatan usaha dan keselamatan kerja karyawan ; dan

d. Memasang Papan Nama Perusahaan. )

11. Metiibuat Dokumeni UKL / UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungar
dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau SPPL (Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan) bagi rencana usaha atau kegiatan yang
diwajibkan ;

12. Denah lokasi tempat usaha /sketsa peta alamat lokasi usaha ;

13. Stop map sebanyak 2 (dua) buah ; dan

14. Membayar Retribusi. _

Persetujuan tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6,

dianggap sah / memenuhi syarat apabila disetujui oleh minimal

setengah ditambah 1 jumlah tetangga yang berbatasan persil dengan
tempat usaha / kegiatan dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah.

Peririochoriah registrasi ulang Izin Gatrigguan, diajukari secata tertulis

kepada Bupati Tegal Cq. Kepala SKPD yang membidangi perizinan,

dengan dilampiri :

Foto copy KTP yang masih berlaku ;

Pas foto ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 2 {dua} lembar ;

SK Izin Gagguan Asli dan / atau Foto copy ;

Foto copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)} tahun

terakhir ;

Stop map 2 (dua) buah ; dan

Membayar Retribusi.

ROLb-

oo

Pasal 107

Atas permintaan pemohon, Kepala SKPD dapat menerbitkan surat
keterangan dalam proses atas Izin Gangguan yang diajukan.

Surat keterangan dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung
sejak diterbitkan dan bukan merupakan Izin Gangguan.

Surat keterangan dalain proses sebagaimatia dimiaksud pada ayat (1)
Pasal ini dapat diberikan dengan ketentuan berkas permohonan
sudah diterima oleh SKPD yang membidangi perizinan disertai dengan
persyaratan yang lengkap serta sudah membayar lunas retribusi yang
harus dibayar.

Paragraf 3
Masa Berlakunya Izin Dan Registrasi Ulang

Pasal 108
Izin Gangguan berlaku selama pemegang izin masih melakukan
kegiatan usahanya.
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(2) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Izin Gangguan
ditinjau kembali oleh Bupati.

(3) Izin Gangguan (baru maupun registrasi ulang) yang diterbitkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, untuk registrasi ulang
ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali. '

(4) Pemegang Izin Gangguan sebagaimana ayat {1} Pasal ini, wajib
melakukan registrasi ulang tiap 3 (tiga) tahun sekali.

(5) Ketentuan ayat (4) Pasal ini diberlakukan mulai tanggal 1 Januari
2013.

Pasal 109

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu untuk
registrasi ulang pemegang izin wajib mengajukan permohonan
registrasi ulang. -

(2) Pada waktu pemegang izin melakukan registrasi ulang, yang
bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru
dengan tarip baru apabila :

a. tempat usahanya diperluas atau melakukan cara kerja yang lain
sehingga sifat perusahaan berubah ;

b. perusahaan yang sudah 2 (dua) tahun tidak berjalan akan
dijalankan kembali ; '

c. perusahaan yang telah musnah dan akan dijalankan kembali ;

d. pemilik / pemegang izin sudah tidak sesuai lagi dengan nama yang
tercantum dalam izin / sudah dipindahtangankan kepada pihak
lain.

e. Apabila registrasi ulang izin gangguan yang diajukan sudah lewat
lebih dari 2 (dua) tahun dari ketentuan seharusnya dilakukan
registrasi ulang), maka pemchon ijin harus mengajukan izin baru
dan kepadanya dikenakan tarif baru.

(3) Untuk usaha/kegiatan yang akan melakukan registrasi ulang tetapi
terjadi pergantian pemilik/pemohon (karena pewarisan usaha dari
pemilik kepada ahli waris bagi usaha perorangan, karena perubahan
struktur pengurus bagi perusahaan / badan hukum dan perusahaan
/ badan hukumnya masih tetap), persyaratan permochonan
dipersamakan dengan permohonan registrasi ulang dan tarip retribusi
dikenakan tarip 50% (lima puluh persen) dari tarip izin baru.

Pasal 110

(1) Atas penerbitan Izin Gangguan yang diberikan, pemohon dikenakan
retribusi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

(2) Pemegang izin wajib memasang papan izin gangguan di lokasi usaha.

(3) Biaya pembuatan papan izin gangguan sebesar Rp. 10.000,- {sepuluh
ribu rupiah) dibebankan kepada pemohon izin.

(4) Atas retribusi yang dibayarkan, wajib retribusi mendapatkan bukti
pembayaran berupa kuitansi.

(5) Retribusi Izin Gangguan dibayarkan melalui bendaharawan
penerimaan SKPD.

(6) Bendaharawan Penerimaan menyetorkan hasil pungutan Retribusi
IMB ke Kas Daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas
daerah, dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

(7) Jenis, bentuk dan ukuran papan izin gangguan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan kuitansi sebagaimana dimaksud pada
ayat {4) Pasal ini tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. |
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(8) Blangko Surat Permohonan, Blangko Berita Acara Pemeriksaan Tlm
dan Jenis-Jenis Usaha/ Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Izin
Gangguan, tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIV A, B dan C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

(9) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 111

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan pemberian izin trayek kepada orang pribadi
atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umun
pada suatu atau beberapa trayek atau lintas tertentu dalam wilayah
daerah.

Pasal 112 |
Objek Retribusi lzin Trayek adalah pemberian izin trayek untuk
menyediakan pelayan angkutan penumpang umun pada suatu atau
beberapa trayek atau lintas tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 113

(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut Kketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi [zin Trayek.

Paragraf 2
Tata Cara dan Pemunguntan

Pasal 114

(1) Untuk mendapatkan izin trayek pemohon harus mengajukan
permohonan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi
urusan perizinan dengan mengisi blanko / formulir permohonan yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah. :

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri
persyaratan sebagai berikut :

a. Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
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(3)

(1)
(2}

{3)

(4)

©)

b. Keputusan izin trayek yang lama (bagi pembaharuan /
perpanjangan izin) ;

Foto copy surat tanda nomor kendaraan (STNK) ;
Foto copy buku uji kendaraan ;
Foto copy jasa raharja ; dan

T S - T o

Foto copy kartu pengawasan.

Untuk izin insidentil angkutan orang, pemohon harus mengajukan
permohonan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ;

b. Foto copy surat tanda homor kendaraan (STNK] ;
c. Foto copy Kartu Pengawasan (Trayek) ; dan

d. Foto copy buku uji kendaraan.

Pasal 1135
Atas izin trayek yang diterbitkan, pemohon dikenakan retribusi yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
Retribusi izin trayek dlbayarkan melalui bendaharawan penerimaan
SKPD.
Atas retribusi yang telah dibayarkan, pemohon mendapatkan tanda
bukti pembayaran berupa kuitansi sebagaimana tercantum dlam
Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Bendaharawan Penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi izin
trayek ke Kas Daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas
daerah, dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.
Jenis dan bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 ayat (1} dan ayat {2), tercantum dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 116

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau
Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, pengolahan dan
pembudidayaan ikan.
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Pasal 117

(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada

(2)

{2)

(1)

orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha
penangkapan, pembudidayaan dan pembenihan ikan. :

Jenis retribusi izin usaha perikanan meliputi :
a. Retribusi penerbitan Surat Izin Usaha Pembudidayaan lkan (SIUP)
pembudidayaan dan pembenihan ikan ; dan

b. Retribusi penerbitan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP
dan SIPI) untuk penangkapan ikan.

Pasal 118

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh izin usaha pcnkanan dari Pemerintah
Daerah.

Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

‘ Paragraf 2
Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 119

Untuk mendapatkan Surt Izin -Pembudidayaan lkan (SIUP) untuk
jenis usaha pembudidayaan dan/atau pembenihan ikan, pemohon
harus mengajukan dan mengisi formulir permohonan Kepala SKPD
yang membidangi perizinan disertai rekomendasi dari SKPD yang
membidangi urusan perikanan, dengan melampirkan persyaratan
sebagai berikut : |

a. Foto copy Kartu Tada Penduduk pemohon (untuk perusahaan /
koperasi KTP penanggung jawab perusahaan / koperasi) ;

b. Surat Izin Usaha Pembudidayaan lkan lama (untuk perusahaan
yang mengajukan perubahan surat izin usaha perikanan) ;

c. Rencana usaha ;

d. Foto copy NPWP (bagi pemohon berbentuk perusahaan/koperasi) ;

e. Surat keterangan domisili {bagi pemohon perorangan maupun
perusahaan /koperasi) yang diketahui Kepala Desah / Lurah ;

f. copy akte pendirian perusahaan (bagi pemohon yang berbentuk
perusahaan / koperasi) ;

g. Rekomendasi lokasi pembudidayaan dan/atau pembenibhan ikan
dari instansi pemerintah daerah yang membidangi urusan
perikanan ; ‘

h. Pas foto pemohon / penanggung jawab perusahaan / koperasi,
berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar ;

i. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL} bagi usaha yang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan
AMDAL ;
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

{6)

(1)
(2)

Untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perikanan untuk penangkapan
ikan (SIUP dan SIPI}, pemohon harus mengajukan dan mengisi
formulir permohonan kepada Kepala SKPD yang membidangi
perizinan disertai dengan rekomendasi dari SKPD yang membidangi
urusan perikanan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Foto copy Kartu Tanda Penuduk pemohon (untuk perusahaan /
koperasi KTP penanggung jawab perusahaan / koperasi) ;

b. Rencana usaha ;
c. Foto copy NPWP ;

d. Foto copy akte pendirian perusahaan (khusus untuk pemohon
yang berbentuk perusahaan / koperasi) ;

e. Surat keterangan domisili yang diketahui Kepala Desa/Lurah ;
Foto copy SIPI terakhir, bagi yang perpanjangan ; dan

g. Pas foto pemohon / penanggung jawab perusahaan / koperasi,
berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 120

Atas penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk jenis usaha
pembudidayaan ikan dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPi)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1} dan ayat (2},
pemohon dipungut retribusi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor -2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah.

Retribusi izin usaha perikanan dibayarkan oleh pemchon / wajib
retribusi melalui bendaharawan SKPD.

Atas pembayaran retribusi yang -dipungut, pemohon mendapatkan
tanda bukti pembayaran berupa kuitansi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Bendaharawan Penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi izin
usaha perikanan ke Kas Daerah dengan menggunakan tanda bukti
setoran kas daerah, dalam waktu 1 (satu) hari.

Jenis dan bentuk formulir permohonan izin usaha perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2),
tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
PENINJAUAN TARIF

Pasal 121
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.
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(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah. '

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 122

Masa retribusi sebagai batas waktu pemanfaatan jasa sesuai jenis
masing-masing obyek retribusi dibedakan menjadi :

a.
b.

c.

pada saat wajib retribusi mendapatkan / menikmati jasa pelayanan ;
pada saat wajib retribusi mendapatkan izin sampai dengan batas
berlakunya izin yang diperolehnya ;

selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 123

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan / diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

" BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 124

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tegal.

(1)
(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 125

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sébagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa karcis, kuitansi, dan / atau kartu langganan.

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi
yvang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
didahului dengan Surat Teguran.
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(5)

(1)

(2)

(3)

(2)

(3}

(4)

(5)

w

(2)

(3)

Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 126

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Hasil penerimaan retribusi sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari realisasi tahun sebelumnya dimanfaatkan
untuk biaya pemeliharaan dan biaya operasional dalam rangka
peningkatan pelayanan retribusi yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 127

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas dan logis.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi
dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 128

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang.
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(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

lewat dan Bupati tidek memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 129

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 130

Setiap wajib retribusi wajib membayar retribusi yang terutang
berdasarkan surat ketetapan retribusi oleh wajib retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran
retribusi yang terutang paling lama 1 (satu} hari kerja atau 1 (satu)
kali 24 jam setelah saat terutangnya retribusi.

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:

a. SKRD; atau

b. dokumen lain yang dipersamakan.

Bupati atas permchonan wajib retribusi setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran
retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi
ditetapkan Bupati.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 131

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.
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(3)

(4)

()

(1)

(2)

(1)

(2)

{3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan  pengembalian pembayaran Retribusi  dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lamall (satu) bulan.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) = dilakukan dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen} sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran Retribusi.

Tata cara mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan dibidang retribusi.

BAB X1
PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Surat Tagihan Retribusi

Pasal 132

Bupati dapat menerbitkan STRD jika :

a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan

b. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah

dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

setiap bulan untuk paling lama 15 (hmabelas] bulan sejak saat

terutangnya retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 133

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan
STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan
Keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.
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(2)

(3)

(4)

(S}

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 134

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak
pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; dan

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dmaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 135
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 136

Atas permochonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati
dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan retribusi.

Bupati dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi,

- dalamn hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
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(3)

(1)
(2)

(3)

(3)

b. mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD, atau SKRDLB
yang tidak benar ; :

¢. mengurangkan atau membatalkan STRD ;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

€. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi
tertentu objek retribusi. '

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan
ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB X1V
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 137

Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan

pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 138

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, data
dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen lain yang
berhubungan dergan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada peratutan perundang-undangan di bidang retribusi.

47



{1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(4)

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 139

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, kecuali Rumah Sakit
Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Daerah.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. '

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan = perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 140

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 141

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
{tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
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(1)

(2)

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah mulai ini berlaku, Retribusi yang masih
terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang ada di
Daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih
dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
Retribusi yang terutang.

Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun
2010 tentang Persyataratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
Dan Pencatatan Sipil huruf b tidak dipungut retribusi.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 144

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

1.

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 25 Tahun
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum ({Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Tegal Tahun 1999 Nomor 31) ; '

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 29 Tahun
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Tegal Tahun 1999 Nomor 36} ;

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 33 Tahun
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga {Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 34} ;

Keputusan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 7) ;

Keputusan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 8} ;

Keputusan Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi ljin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 9) ;

Keputusan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor

41) ;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Keputusan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2001 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun
2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 49) ;

Keputusan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2001 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun
2000 tentang Retribusi Ljin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2000 Nomor 30) ;

Keputusan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2001 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 2 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2001 Nomor 58) ;

Keputusan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2001 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 1 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak dan Jasa Pelayanan KTP, KK dan Akta
Catatan Sipil, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor
60) ;

Keputusan Bupati Tegal Nomor 03 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun
2000 tentang Retribusi ljin Jasa Konstruksi (IUJK) {Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 04) ;

Keputusan Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2002
tentang Retribusi [jin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2003 Nomor 07} ;

Keputusan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun
2002 tentang Retribusi [jin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2603 Nomor 24) ;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat I Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 14} ;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2009 Nomor 23} ;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 11 Tahun 1999 tentang tentang Retribusi Izin Mendirikan
Banunan {Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 26) ;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan
{(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 14) ;

50



19. Ketentuan dalam Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Peraturan
Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kecuali ketentuan-
ketentuan yang mengatur tentang Akta Kelahiran ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 145
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal "27 dpril 2@12'?.

MO ERY|SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi

pada tanggal  27"Aprid 12012 :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 34
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LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 34 TAHWN 2012

TANGGAL © or i) 2012

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN DI PASAR

PEMERINTAH ' 1]2f3lalsfe]7]s]a]t0]11]e2
KABUPATENTEGAL | "~ PEMERINTAH KABUPATENTEGAL | 13| | - kertas buram / roneo
@ | (@ KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN | 14| | - ukuran 6 cmx 12 cm
I %= PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN 15 | - wama dasar kuning muda
n . , i PERDA NO. 2 Tahun 2012 16| | - wamna tulisan hitam
Rp. 250,- | [17] | - nominal Rp 250,-
Seri: A ' Seri: A NO. v et 13
NO. +ecerrrereereeene | ke, 250, _ 19
| 31].30] 20 28] 27{ 26] 25| 24 2] 22 [ 21 f 20
| Dinas Koperasi, UKM dan Pasar | " Dinas Koperasi, UKM dan Pasar




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 34 Tammy 2012
TANGGAL : 27 April 2012

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kecamatan/UPTD  : ...t
No.
BUKTI PENERIMAAN

a. Petugas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan telah menerima uang

sebesar Rp ..................
b. Dengan huruf o _
¢. Dari Nama D e b e et et e a s e s e bbb e e menneeenrrraras

AlAIAt e et er et ee e e sens

d. Sebagai Pembayaran : a. E.KTP WNI
b. E. KTP WNA
e. Tanggal diterima UADE  © woeec ettt ne e s s sas

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BUKTI PENERIMAAN

a. Petugas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan telah menerima uang
sebesar Rp ..cceecvvveennns

b. Dengan huruf _ _ o

c. Dari Nama L eemmremeeceemeeescesciseeeeeseesens eereeennememeatesteasetanaanrat et eas
AlAMAE s st b e ea b e e e menneen

d. Sebagai Pembayaran : a. Kartn Keluarga WNI
b. Kartu Keluarga WNA
€. Tanggal diterima DANE  © .o r e e en e e sme e e e nnn




PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kecamatan/UPTD @ oo,
No.

BUKTI PENERIMAAN

a. Petugas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan telah menerima uang
sebesar Rp ...
b. Dengan huruf
¢. Dari Nama
Alamat

d. Sebagai Pembayaran : a. Surat Keterangan Pindah

b. Surat Keterangan .........ceeeeeeeeecevrerceee e ceesesenenen
€. Tanggal diterima UANE & eoveererereecemeeeeeccemee ettt e ee e s s eeee e eeessee e eeeees
Petugas
 FURYP
:E gi PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kecamatan/UPTD  © e
No.
BUKTI PENERIMAAN
a. Petugas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan telah menerima uang
sebesar Rp ...oocoecveeeeee
b. Dengan huruf L _ o _
¢. Dari Nama D reitmesseeseiesecoeiemeiesotimmmeessmesssmteesctessaeassstesiiessiteseessemsseeare
AlAMAE e ————— et ee oo neaen
d. Sebagai Pembayaran : a.Akta Perkawinan WNI
b. Akta Perkawinan WNA
¢. Akta Perceraian WNI
d. Akta Perceraian WNA
e. Akta Kematian WNI
f. Akta Kematian WNA
g. Akta Pengakuan Anak WNI
h. Akta Pengakuan Anak WNA
c. Tanggal diterima BANE = .o crcrnreereecsantre v e s rereesees e s e e ns eresee s et nsensn
Pemgas




PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
@ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kecamatan/UPTD
No.

BUKTI PENERIMAAN

a. Petugas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan telah menerima uang
sebesar Rp «....covvevenee.

b. Dengan huraf
¢. Dari Nama Do
Alamat bbobiebbebhnsnn b et it
d. Sebagai Pembayaran : a. Kutipan Akta Perkawinan WN1
b. Kutipan Akta Perkawinan WNA
¢. Kutipan Akta Perceraian WNI
d. Kutipan Akta Perceraian WNA
¢. Kutipan Akta Kematian WN]
f. Kutipan Akta Kematian WNA
g. Kutipan Akta Pengakuan Anak WNI
h. Kutipan Akta Pengakuan Anak WNA
e. Tanggal dIiteTiMA UARE .vvcviviiisnsisssesscnssesceinsarssssssssssmssssssssesnarsessssrssessessesssssases
Petigas
{cerrnenneniannrareresanns )
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kecamatan/UPTD @ i
No.

BUKTI PENERTMAAN

a. Petugas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan telah menerima uang
sebesar Rp -cocveemeceeceee

b. Dengan huruf
c. Dari Nama :
Alamat 0000

d. Scbagai Pembayaran : a. Pencatatan Pengesahan Anak WNI
b. Pencatatan Pengesahan Anak WNA
c. Pencatatan Pengangkatan Anak/Adopsi WNI
d. Pencatatan Pengangkatan Anak/Adopsi WNA
€. Pencatatan Pernbahan Nama/Akta WNI
f. Pencatatan Perubahan Nama/Akta WNA

WAKIL BUP. EGAL,

\
MOC RY SOELISTIYAWAN



LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 34 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 April 2012

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KARCIS RESTRIBUS! PARK!R ﬂ[ TEPI JALAN
SUMUM .

{Kmdm Bermom: Rnda empat I enam
~° { Truk.Busdan sejénisnya )}

PERDA NO.Z TAHUN 2012

s_ERIi:' O Rp A0
. Berlaky untuk satu kel parkir

Tmmmmmkmmmm
DISHUBKOMINED KAB.TEGAL

B L L L L e L L LT T TR R ey peppst

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KARCIS RESTRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM
{Kendaraan Bermotor Roda Enam atau lebih
(Truck Gandengan dan sgjenisnya)}
PERDA NO.2 TAHUN 2012

SERI : Rp. 5000,-
Berlaku untuk satu kati parkir

Tidak bertangzung iawab atas kehilamoss kendarati/bais
DISHUBKOMINFO KAB.TEGAL

e mpwr e mam— e m S ———— - = -]

WAKIL BUPAYTI TEGAL,

MO RYSOELISTIYAWAN




LAMPIRAN iV : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR ~: 34 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 April 2012

TARIF RETRIBUSI PASAR

PEMERINTAH ! 1j2]sfalsle]7]slo]o]s1)2
KABUPATEN TEGAL ! PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL [13] | - kertas buram / roneo
: [ I KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 14 =ukuran 6 cmx 12 cm
i PERDA NO. 2 Tahun 2012 E - wama dasar putih
' 16} | ~ warna tulisan biru
; 17} | - nominai Rp 200;-
Seri: B ! Seri: B g
| rp. 200- o]
| 31] 30] 20} 28] 27} 26] 25| 24] 23] 22} 21] 20
Dinas Koperasi, UKM dan Pasar i Dinas Koperasi, UKM dan Pasar
PEMERINTAH | 1|2}alalsiefz]alo]o]uf
KABUPATEN TEGAL i PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 13| | - kertas buram / ronea
% ' KARCIS RETRIBUS! PELAYANANPASAR | 14] | - ukuranBecmx 12 cm
@] ! PERDA NO. 2 Tahun 2012 [15] | - wama dasar putih
N I 16| | - warna tulisan oranye
Rp. 300~ | (17| | - nominal Rp 300.-
Iseri: c i Seri: C NG e 18
a T i Rp. 300, 19
' 31] 30] 20] 28] 271 26| 25] 24] 23] 22| 21] 20
Dinas Koperasi, UKM dan Pasar ! Dinas Koperasi, UKM dan Pasar
PEMERINTAH 4 1]2l3fa]ls]e]z]elo]o]1]12
KABUPATEN TEGAL 1 F PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL t3] | - kertas buram / roneo
i KARCIS RETRIBUS| PELAYANAN PASAR E -ukuran 6 cm x 12 cm
i PERDA NO. 2 Tahun 2012 15] | - wama dasar putith
. 16] | - wamna tulisan merah
. 17] | - nominal Rp 500,-
! Seri: D . 18]
| Rp.500- 19
I a1 ao} 26 28] 27] 26 ] 25] 24} 23] 22] 21} 20
Dinas Koperasi, UKM dan Pasar Dinas Koperasi, UKM dan Pasar
" PEMERINTAH i REES 3'|'4']"5T6]'7 I'é ['6116[1'1 12
KABUPATEN TEGAL .l PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL | 13| | - kertas buram / roneo
' KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR | 12| | <ukuran&emx12cm
! ' PERDA NO. 2 Tahun 2012 5] | - wama dasar putih
I 18] | - wama tulisan hitam
I 17] | - nominal Rp 1.000,-
Seri E I Seri: E NO. cerrereeenresssseesns 18
NO. .orrerrcrcnrvaseres ' Rp. 10600, 19
! 31lso-Izslzsl21[26[25]24[23[.22[21' 20
Dinas Koperasi, UKM dan Pasar ! Dinas Kaperasi, UKM dan Pasar




MASA BERLAKU UJI
BERAT KENDARAAN
J B B.

JBI

MST.
ORANG

BARANG

MOCH-

ERYVSOELISTIYAWAN




LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

NO. PEMERIKSAAN

No. KENDARAAN TANGGAL PEMERIKSAAN
[T T 1T 1T i ] LI T T T T 7T 177
NAMA PEMILIK D rrieeeeeneeees e
ALAMAT D e, OO SIFAT PELAKSANAAN Ul
JENIS KENDARAAN P N PERTAMA BERIKUTNYA
MEREK DAN TIPE D eereetrieeeeeiaean..
TAHUN PEMBUATAN  : ........... Cetverenenean POSISI SPEEDOMETER
No. MESIN D e eereeee
S : (I T 1T 17
No. RANGKA 1 e, N
1. PERALATAN 3. SISTEM 6. RANGKA DAN BOD1 4. istem Ry Buan
o 741 Fungsi
101 No. Chasis 301  RodaKemudi 601  Rangka Penopang el l!gﬁ%iffﬂ
~— 102 Pelat Pabrik Pembuatannya 302 Speeling Pada RodaKemudi | 602 Bemper 252 Pmb faisip Diopaia
103 Pelat Nomor 303  Batang Kemudi 603  Tempat RodaCadangan 753  perbedasn Belakang
104 Tulisan 304  RodaGigi Kemudi 604 Keamanan Bodi 754  Rem Parkir
105 Penghapus Kaca Depan 305  Sambungan Kemudi 605  Kondisi Bodi
106 Klakson 306  Penyambung Sendi Peluru 606  Ruang Pengemudi LULUS/  GAGAL
107 Kaca Spion 307 Power Stering 607  Tempat Duduk/Berdiri
108 Pandangan Kedepan 308  Side Slip 608  Sambungan Kit Bodi 5. MESIN / TRANSMISI
109 Kaca Penahan Sinar 309 LULUS/! GAGAL :
110 Alst-alat Pengendalian LULUS/ GAGAL 02 Bookan Mesn
111 Lampu indikasi 7. SISTEM REM 803 Transmisi
112 Speedometer 4.  AS DAN SUSPENSI 804  Sistem Gas Buang
113 Perlengkapan 701  Pedal Rem 803 Emisi Asap
114 401  Suspensi Roda Depan 702  Speling Pedal 806 Email CO
Lulus/  Gagal 402 Suspensi Roda Belakang 203  Kebocorn, Kelemahan |50
403 Sumbu 704  Sambungan Funs kabel LULLS { GAGAL
2. SISTEM PENERANGAN 404 Pemasangan sumbau 705  Pipa, selang
405 Pegas 706  Silinder katup 9  LAIN-LAIN
201 Lampu Jalan 406  Bantalan-bantalan Roda 707  Tromol, cakram
202 ‘Tambahan Lampu Javh 407 708  Percdol/Pads/Pelapis 901 Sistem Bahan
203  Lampu Dekat LULUS/ GAGAL 71  Sistem Vacuum Bakr
204  Arch Lampu 711 Fungsi 902 lsc‘:“”“
205 Lampu Kabut 712 Keboeorati 903
206  Lampu Posisi 72 Sistem tekanan angin LULUS/ GAGAL
207 Lampu Belakang 5. BAN DAN PELEK 721 Kebocoran
208 Lampu Rem 722 Waktu pengisian Side Slip: ............... mkm
~—" 209 Lampu Pelat Nomor 501  Ukuran den Jenis Ban 723 Penggerak Rem Elisiensi Rem
210 Lampu Mundur 502  Keadasn 724  Pengisian krtgandengan ﬁ Utama: ..ooeeo 9{;8
211 Lampu Kabut Belakang 503  Kedalaman Kembang Ban 725 Tekanan angin e P;;‘: Do OB
212 Lampu Arah Peringatan 511 Ukuran Jenis Pelek 73 Rem parkir @LSI S Kr o KD
213  Reflektor Merah 512 Keadaan Peiek 731 Tuas tangan / pedal 8 - Kr.o..  Ka: oo
214  Lampu Tambahan Lain 513 Penguatan Ban / Pelek 732 Specling Tuas/pedal 83 1 KF o, Kit: e
215 521 733 Kebocoran/kelemahan Rp.: Kr.......Ka:
LOLUS /'  GAGAL LULUS/ GAGAL 734 Sambungan,Tuas Kabel Speedomﬂef Tester Iﬂdﬂ(ﬂﬁ
LULUS/ GAGAL revaeeeea. kinfjam
CATATAN  : oo, et ee et eteteare e eatateb e reaerean s ete et aeanreeeeteaess et eaeesenens
HASIL PENGUJIAN TANGGAL PEMERIKSAAN BERIKUTNYA
] LULUS L1 | I D O A
GAGAL UNTUK DIPERBAIKI SAMPAI DENGAN TANGGAL.

L]

PERSETUJUAN NUMPANG UJI

[

T 1 11

TANDA TANGAN PENGUN




KARTU SEGEL TANDA PENGUJIAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PEMADAM KEBAKARAN

L
N

WAKIL BUPATI TEGAL,

. HERK SOELISTIYAWAN



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 34 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 aprrn. 2012

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pada hari ini ................ tanggal ....iveeiiiiiiian, Bulan .................. tahun
................................................... ( .o /. / ... ) Telah diadakan pemeriksaan
pengujian alat pemadam kebakaran pada perusahaan / perumahan yang berlokasi di Jalan
................................................. RT...RW ... di Desa/Kelurahan .....................
Kecamatan ...........ocevvvvevvininnrerennennnenns Kabupaten Tegal dengan hasil sebagai berikut :

1. Alat Pemadam Kebakaran Masih / Tidak diperlukan (expired).

2. Bahan pengisian disediakan oleh pemilik alat petugas uji.

3. Semua pelaksanaan pengujian Alat Pemadam Kebakaran tersebut diatas baik secara teknis
maupun administrasi dilakukan berdasarkan Peratudan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Daerah dan diterima baik oleh pemilik alat tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan keadaan sebenarnya dan disertai rasa tanggungjawab.

Mengetahui dan Setuju Yang Mengadakan Pemeriksaan,
Pemilik Alat Pemadam Kebakaran, Petugas,
L (T )
(circnrecricrre e rerereserecrsasennons )] 2 ey (crevererennnnnn )



MOCH-HERY SOELISTIYAWAN



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR  :3, TAHUN 2012

TANGGAL : 27 APRTL

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

2012

'  PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
: KARCIS RESTRIBUSI PARKIR
TEMPAT KHUSUS PAKIR

(Sepeda )
PERDA NO.2 TAHUN 2012

| SERI : Rp. 500,-

Rp. 500,- : Berlaku untok satu kali parir
SERI : Tldak bestanggmg jawab atas kehilangan kendaraan/barang.
DISHUBKOMINFO KAB.TEGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KARCIS RESTRIBUSI PARKIR
TEMPAT KHUSUS PAKIR
: (Sepeda Motor )
; PERDA NO.2 TAHDN 2012

| SERI: Rp. 1,600,
Rp. 1000, : Beriska untuk satu kali parkir

SERI: T:dakbenmms;awabmkehm
' DISHUBKOMINFO KAB.TEGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KARCIS RESTRIBUSI PARKIR
TEMPAT KHUSUS PAKIR
{Mobik / Pick Up)
PERDA NO.2 TAHUN 2012

: SERI : Rp. 2.000,-
RPo 20“0’_ ! Berlakn untuk satu kali parkir

SERI : Trdak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan/barang,
H DISHUBKOMINFQ KAB.TEGAL

i PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KARCIS RESTRIBUSI PARKIR
TEMPAT KHUSUS PAKIR
(Mobil Box / Mini Bus/Elf )
PERDA NO.2 TAHUN 2012

§s1cm: Rp. 5000,
RP-Mg" Berlakn untuk satu kali parkir

SERI: : rmmmmmkehnmm
. DISHUBKOMINFO KAB. TEGAL

mbudmans

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KARCIS RESTRIBUSI PARKIR
TEMPAT KHUSUS PARKIR
(Truck / Bus / diatas roda enam)
PERDA NO.2 TAHUN 2012

§ SERI Rp. 6.000,-

Rp. 6000, . Besiaku untuk satu kali parkir

SERI : | Tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan/barang.
: DISHUBKOMINFO KAB. TEGAL




LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 34 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 aPRIL 2012

RETRIBUSI TERMINAL

H/I E H/T
RETRIBUSI RETRIBUSI
ANGW%{W“ BUS ANGKUTAN UMUM BUS KECIL

Perda Kabupaten Tegal Nomar 2 Tahun 2012

Rp. 300,- Rp. 500,-

1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL
2. BERLAKU SATU KAL} MASUK TERMINAL

No. Pol.

Ne: Pol;
DISHUBKOMINFO KAB.TEGAL

DISHUBKOGMINFO KAB. TEGAL

O Y L R




R,

HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR :
- TERMINAL L
BERLAKU SATU KAL} MASUK TERMINAL







/

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

- KARCIS RESTRIBUSI
TEMPAT PENITIPAN

(Sepeda Motor )
PERDA NO.Z TAHUN 2012

SERI: Rp. 1.000,-

Berlaku untuk 12 jam pertzma

Tidd: bmanggungjawab stes keldtangan kendaraan/barang.

DISHUBKOMINFO KAB. TEGAL




N

PARKIR KHUSUS Di PASAR

PEMERINTAH i 1f2]sials]elv]e]ol0[11]r2
KABUPATEN TEGAL ' " PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL | 13
. KARCIS RETRIBUSH 14
! TEMPAT KHUSUS PARKIR 15
! PERDA NO. 2 Takiun 2012 18
! kul
Seri: | ] Seri: | NO. e, | 18]
. 31| 30] 20| 28] 27} 26] 25 24| 23] 22 21 | 20

Dinas Koperasi, UKM dan Pasar ! Dinas Koperasi, UKM dan Pasar
PEMERINTAH I 112]|ala]s]elz]ala]t]1]r
KABUPATEN TEGAL . PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL | 13]
. KARCIS RETRIBUS! 14
I TEMPAT KHUSUS PARKIR 15,
l PERDA NO. 2 Tahun 2012 16
Rp. 1.000,- 1 [ 17]
Seri: J i Seni: J NO. oo rerrrners 18
NO oo * Rp. 1/000,- 19

|

' 31| 30] 20| 28] 27| 28] 25} 24 ] 28] 22] 21 [ 20

Dinas Koperasi, UKM dan Pasar ! Dinas Koperasi, UKM dan-Pasar
PEMERINTAH . 1]2]s]als]e]7la]eli0]s1]iz
KABUPATEN TEGAL ! PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL | 13]
| KARCIS RETRIBUS 14
I TEMPAT KHUSUS PARKIR [ 15]
1 PERDA NO. 2 Tahun 2012 16|
: 17
Seri: K ! Seri: K NO. oo 18]
No. . I Rp. 500 19
i 31| 30] 20] 28 27] 28] 25] 24| 23] 22[ 24 20

Dinas Koperasi, UKM dan Pasar _§ Dinas Koperasi, UKM dan Pasar
PEMERINTAH 1 1]2]3]alslel7]8]o]0]11]12
KABUPATEN TEGAL I PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL |12
i | KARGIS RETRIBUSH 14
. TEMPAT KHUSUS PARKIR 15 |
! PERDA NO. 2 Tatun 2012 16
! 7]
Seri: L | Seri: L NO. eeeroetrerscmrecncesce 18
No. | Rp.2,000- 19
i 31] 30| 20| 28] 27| 26] 25] 24| 23] 22| 21} 20

Dinas Kopérasi, UKM dan Pasar  * Dinas Koperasi, UKM dan Pasar
PEMERINTAH H 1]2ialalslel7]ala]to]1]12
KABUPATEN TEGAL : PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 13
H KARCIS RETRIBUSI 14
! TEMPAT KHUSUS PARKIR 151
| PERDA NO. 2 Tahun 2012 16
1 17]
Seri: M ] Seri: M NO. crescrvsmremeerserrce 18]
No. Y Rp. 4.000,- 19

|

. 31| 30] 20] 28] 27} 25| 25| 24| 23] 22] 21] 20

Dinas Koperasi, UKM dan Pasar ! Dinas Koperasi, UKM dan Pasar

MO

Y [POELISTIYAWAN

- kertas buram / roneo

- ukuran 6 cm x 12 cm

- warna dasar bira muda
- warha tulisan kitam

- nominal Rp 500,-

- kertas buram / roneo
- ukuran 6 cm x 12 em

| - warma dasar biru muda

- wama tulisan merah
- nominal Rp 1.000,-

- kertas buram / roneo
-ukuran 6 cmx 12 cm

- warna dasar biru muda
- wama tulisan ungu

- nominal Rp 500,-

- kertas buram / roneo

- ukuran 6 cm x 12 cm

- wama dasar biru muda
- wama tulisan biru

- nominal Rp 2.000,-

- kertas buram / roneo

- ukuran 6 ¢mi x 12 cm

- wama dasar biru muda
- wama tulisan coklat

- nominal Rp 4.000,-



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TEGAL
' NOMOR :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

1. KARCIS TERNAK BESAR ( Seri: TB)

Il:Ierda Kzah;gten 2T'eg2‘al PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
oinor 2 Tahiii 201 " _ ,
Tanggal 10 Januari 2012 @ DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Seri: TB PERDA KABUPATEN TEGAL
No : NO. 2. Tahun 2012 Seri: T8
Tyl No:

Jenis Temak :...cooeeveinveiecninnvnnnns Retribusi pemotongan ternak besar ( Sapi / kerbau /
Jenis Kelamin : Jantan / Betina kuda
Pemiik .., Jenis Kelamin Jantan / Betina
Alamat ... Nama Pemilik  :.......coooivninnnnao.
Tanda—tanda: .........ccovvvvvvvnvennn.. Alamat = .
577171 o R Tanda—tanda  :....oovvevnecninirinnnnnn.
Warna S Jenis Bangsa  :..ciiiiiiiiiiieiiannn..
Telah di bayar : Rp. 22.500,00 Wama /Cirilain  :......cooooieeiinnnnn,

( Dua puluh dua ribu lima ratus rupiah ) Telah dibayar : Rp. 22.500,00

........................... UTRTPRY. | A { Dua puluh dua ribu lima ratus rupiah )

........................... sererererees 200,
Pemohon Petugas
T ) )
Keterangan Karcis :

a. Warna dasar ! hijau
b. Warna huruf dan angka : hitam
c. Ukuran karcis : 10 x 21 cm

2. KARCIS TERNAK KECIL ( Seri: TK)

Perda Kabupaten Tegal PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Nomor 2 Tahun 20.12. * DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Tanggal 10 Januari 2012 Q
Seri - TK PERDA KABUPATEN TEGAL
No - NO. 2 Tahun 2012 Seri : TK

) Tgl. No:
JenisTemak :.oooovvevciiiiininanans Retribusi pemotongan ternak besar ( Sapi / kerbau /
Jenis Kelamin : Jantan / Betina kuda)
Pemilik  :.iieieieiiiincnieenans Jenis Kelamin : Jantan / Betina
Alamat . NamaPemilik  :......ocooiviiieininnnn..
Tallda—tanda : debdddnsad bbb dbsdddsbdiid Alamat ---------------------------
[ 5711011 S U Tanda—tanda .. ..ccoooiiiiiiiiiiiiienns
Warma D rreseesriesraserairanaraes Jenis Bangsa  i...iciceenicrieeiciiiien
Telah di bayar : Rp. 3.500,00 Wama /Cirilain 2o

( Tiga ribu lima ratus rupiah ) Telah dibayar  : Rp. 3.500,00
........................... yeroanonsnn 20.. ( Tiga ribu lima ratus rupiah )
........................... pomemmeeree 20
Pemohon Petugas
(omemrencccnane ) € oemenenneeeannenaane )
Keterangan Karcis
a, Warna dasar kuning
b. Warna huruf dan angka hitam

¢. Ukuran 10 x 21 cm




3. KARCIS PEMERIKSAAN ULANG DAGING SETELAH HEWAN DI POTONG

Perda Kabupaten Tegal
Noitior 2 Tahun 2012
Tanggal 10 Januari 2012
Seri: TB

No :

Retribusi pemeriksaan ulang daging yang masuk

" PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
(@? DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

PERDA KABUPATEN TEGAL
NO. 2 Tahun 2012 Seri: TB
Tgl No:

Retribusi pemeriksaan ulang daging yang masuk Kab.

Kab. Tegal { Herkeuring ) Tegal ( Herkeuring )
Jenis Daging @ ......ccoeeeniiniiinnnnnn. JenisDaging  ecvvivvrrernrinininninenns
Pemilik L ereinesiesoseassssissenn . Pemilik = s
Alamat e Alamat oL
Asal Daging ...l Asal Daging ...
Kondisi @ rrivsvririiiirniiisiianen. Kondisi D reeererieesasnrareaaaans
Telah di bayar : Rp1.000,00 Telah dibayar  : Rp. 1.000,00
{ Seribu rupiak ) ( Seribu rupiah )
........................... geoernnnenes 200ii SR | I
Pemohon Petugas
(TP ) (O )

Keterangan Kareis :

a. Warna dasar putih

b. Warna huruf dan angka hitam

¢.Ukuran 10x 21 cm

4. KARCIS PEMERIKSAAN ULANG DAGING SETELAH HEWAN DI POTONG

Perda Kabupaten Tegal
Nottior 2 Taht 2012 - PEMERINTAH KABURATEN TEGAL
Tanggal 10 Januari 2012 Q DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Seri : TK PERDA KABUPATEN TEGAL
No : NO. 2 Tahun 2012 Seri:TK
Tgl. No:
Retribusi pemeriksaan ulang daging yang masuk | Retribusi pemeriksaan ulang daging yang masuk Kab.
Kab. Tegal (Herkeuring ) Tegal ( Herkeuring )
JenisDaging :.........cccocoecieeeannnn. Jenis Daging @ ........ eereee————
Pemilik ... Pemilik .
Alamat L Alamat = 1 e
AsalDaging ... Asal Daging ...
Kondisi . i Kondisi L
Telah di bayar : Rp 700,00 Telah dibayar  : Rp. 700,00
" ( Tujuh ratus rupiah ) ( Tujuh ratus rupiah )
........................... U | X SRR . |
Pemohon Petugas
Covenvrrnnineinn )
(oriiniiinniiinn 3

Keterangan Karcis :

a. Warna dasar putih

b. Warna huruf dan angka hitam
c. Ukuran 10x 21 cm




5. KARCIS PENGGUNAAN KANDANG DI RPH

Retribusi penggunaan kandang di RPH melebihi

Perda Kabupaten Tegal PEMERINTAH KABUPATEN TEG
Nomor 2 Tahun 2012 " AL
Tanggal 10 Januari 2012 @ DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
| Sert TK Q PERDA KABUPATEN TEGAL
[ no - NO.2 Tahuin 2012 Seti: TK
T4l No:
{ Retribusi penggunaan kandang di RPH melebihi | Retribusi penggunaan kandang di RPH melebihi waktu
waktu karantina ( 24 jam ) per hari karantina (24 jam ) per hari
- Jenis Ternak © ....ooooiiiiiiiiaann.. Jenis Ternak  eeeeenenvenenreneeneeaes
Jenis Kelamin ; Jantan / Betina Jenis kelamin : Jantan / Betina
Pemilik :ooeeeeririiiieeeeeeannns | Pemilik RPN
Alamat e Alamat ittt riee s eais
Telah di bayar : Rp 500,00 Telah dibayar : Rp. 500,00
( Lima ratus rupiah ) { Lima ratus rupiah )
........................... TR SR OTTNUUR-. | S
Pemohon Petugas
S ) (v )
Keterangan Kareis :
a, Warna dasar putih
b. Warna huruf dan angka hitam
c¢. Ukuran 10x21 cm
6. KARCIS PENGGUNAAN KANDANG DI RPH
Perda Kabupaten Tegal -uE .
Nomor 2 Tahun 2012 - PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tanggal 10 Janusri 2012 (@3 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Seri: TB
No PERDA KABUPATEN TEGAL
NO. 2 Tahiun 2012 Seri: TB
Tgt. No:

Retribusi penggunaan kandang di RPH melebihi waktu

wakel karantina ( 24 jam ) pee harl karantina ( 24 jam ) per hari
Jenis Ternak :.vevvvieciciinncnnennsens Jenis Ternak .
Jenis Kelamin : Jantan / Betina Jenis kelamin Jantan / Betina
Pagilk Pemilik oo
Alamat. ............................ ALRIEE % oo
Telah di bayar : Rp 2.000,00 Telah dibayar  : Rp. 2.000,00
( Dua ribu rupish ) ¢ Dua ribu rupiah )
........................... pornrnennene 20000 e 200,
Pemohon Petugas
(PR ) )
Kete H
a. Warna dasar putih
b. Warna huruf dan angka hitam

c. Ukuran 10x 21 cm




7. KARCIS TERNAK BABI

Perda Kabupaten Tegal PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Noritor 2 Tahun 2012 [ a
Tanggal 10 Januari 2012 @
Seri : Bb
No : NO. 2 Tahun 2012 Seri: Bb
Tgl. No:
Jemis Termak :............ccc.cccconnne Retribusi pemotongan ternak babi
Jenis Kelamin :......................... Jenis kelamin : Jantan / Betina
Pemilik D e reeneareeanaaenns Nama Pemilik  :.....oiviiiininiinnns
Alamat I L I R R T 1] Tanda"-tﬂllda  eeerttmrrabemrenreencernaaa
Tanda—tanda:.......c....o.......... Jenis Bangsa D e
Umur T e eeeeverenreeaesaeanrearans Warna/CitLain :..o.ooocvvvveennninnnnnans
Warna D eeernnnens e eeaesene Telah di bayar : Rp 25.000,00 _
Telah di bayar ; Rp 25.000,00 ( Dua Puluh lima ribu rupiah )
(DuaPuluh limariburopiah) | e, prrerneens 20......
........................... U | S ,
Pemohon Petugas
Covenrnneeeeaene. ) TP )

a. Warna dasar merah muda

b. Warna huruf dan angka hitam

¢. Ukuran 10x 21 cm




LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR :
. 34 TaEN 2012
TANGGAL : 27 APRIL 2012

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

OBYEK WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS GUC1
- KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA
Rp: 6.400,-
Seri AA NO oo

OBYEK WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS GUCI

_ KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA

Rp. 6.400,-
Seri AA

(Berlaku satu kali masuk) | Pengunjung dijemin asuransi Jasa Raharja
E Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-

OBYEK WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS GUCI
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun
2012

MASUK OBYEK WISATA
ANAK - ANAK

Rp- 5-900"'

Seri BB

OBYEK WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS GUCI
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
ANAK - ANAK

Rp. 5.900,-
Seri BB

(Berlaku satuz kalt masuk) | Pengunjung dijamin asuransi Jasa Rahar ja
E Putera dengan premi sebesar Rp. 600,

- o

OBYEK WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS GUCI
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan BERDA Nomor 2 Tahun 2612

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA
B_Ps 4!‘!00&'
Seri AA NO et

OBYEK WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS GUC]
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA

Rp. 4.400,-
Seri AA

(Berlaku satn kali maspk) | Pengnnjung dijamin asuransi Jasa Raharja
E Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-

vy o e e e . e Y = oy




OBYEK WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS GUC1
- KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
ANAK - ANAK
Rp: 3.900,-
Seri BB NO coreeeeeieanens

Seri BB

OBYEK WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS GUCI
KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan PERDA Nomor 2 Fahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
ANAK - ANAK

Rp. 3.900,-

o 2 e " T P T P =y o

(Berlaku satu kali masuk) | Pengunjung dijamin asuransi Jasa Rahar ja

E Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-

OBYEK WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS GUC)
- KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP

OBYEK WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS GUC]
KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP

DEWASA DEWASA
RB_‘ 5 —‘wn’_ Rp. 5-000,'
Seri AA NO. verrerercteaenirasssaenes
Seri AA NO v e mmmm e o m oo
(Berlaku satu kali masuk) | Pengunjung dijamin asurensi Jasa Raharja i
E Putera dengan premi sebesar Rp. 500, |
OBYEK WISATA OBYEK WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS GUCI PEMANDIAN AIR PANAS GUCI

KABUPATEN TEGA_L_ o
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP
ANAK - ANAK

Rp 4,500,

Seri BB

Seri BB

KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tabun 2612

PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP
ANAK - ANAK

Rpo 405«]"

e e S .

(Beriaku satu kali masuk) | Pengunjung dijamin asuransi Jasa Rahar ja

) Putera dengan premi sebesar Rp. 500.-

- e e e T = e 8




OBYEK WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS GUCI
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

| PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP

(@

OBYEK WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS GUCI
KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan PERDA Nomor 2 TFahun 2012

PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP

DEWASA DEWASA
Rp. 3.500,- Rp-3.500-
. Seri AA No. (o,
Seri AA NO oo L
(Berlaku satu kali masuk) ! ' Pengumjung dijamin asuransi Jasa Raharja E
. Putera dengan premi sebesar Rp. 500,- !
OBYEK WISATA OBYEK WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS GUCI PEMANDIAN AIR PANAS GUCX

" KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP

ANAK - ANAK
Rp. 3.000,-

Seri BB NO corrreeieeenanens

Seri BB

KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2612

PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP
ANAK - ANAK

Rp. 3.000,-

(Berlaka satu kali masuk) ! Pengum;ung dijamin asuransi Jase Raharja

i i Putera dengan premi sebesar Rp. 500,-

L e e ey P A S =

OBYEK WISATA
PANTAIPURWAHAMEBA INDAH
KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012 |

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA
_RPE 2‘49“,‘
Seri AA NO coeriereeceereenn

Seri AA

OBYEK WISATA
PANTAI PURWAHAMBEA INDAH
KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA

Rp. 2400,-

B L L L T T R L LT

(Berlaku satu kali masuk) E Pengunjung dijamin asuransi Jasa Reharja

, Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-

e W oy e




OBYEK WISATA
PANTAI PURWAHAMEA INDAH
 KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Talrun 2012

MASUK OBYEK WISATA
ANAK - ANAK
Rp. 1.900,-
Seri BB NO o,

Sert BB

(Berlaku satu kali masuk) | Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja

OBYEK WISATA
PNTAI PURWAHAMBA INDAH
KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
ANAK - ANAK

Rp. 1900,

e e ek ke e o i o i e ke e o o i

i Putera dengan premi sebesar Rp. 600,.-

OBYEK WISATA
PANTAI PURWAHAMEA INDAH
- KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA
Rp. 2,900,
Seri AA NO corieieeeeinens

Seri AA

(Berlaku sate kali masuk) | Pengnnjung dijamin asuransi Jasz Raharja

OBYEK WISATA
PANTAI PURWAHAMEA INDAH
KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan PERDA Nomor 2 Falun 2012

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA

Rp. 2.900;-

i Putera dengan premi sebesar Rp. 600,

OBYEK WISATA
PANTAI PURWAHAMBA INDAH
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUKOBYEK WISATA
ANAK - ANAK
Rp. 2,400,
Seri BB NO cereirerrrrrrrrrrrenes

Seri BB

(Berlaku satu kali masuk) | Pengunjung dijamin esuransi Jass Raharja

OBYEK WISATA
PNTAI PURWAHAMBA INDAH
KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
ANAK - ANAK

Rp. 2.400,-

i Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-




v

—

OBYEK WISATA
TIRTA WADUK CACABAN
~ KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahan 2012

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA
Rp: 1.900,-
Seri AA NO cereeeeeriraens

Seri AA

OBYEK WISATA
TIRTA WADUK CACABAN
 KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Fahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA

Rp. 1.900,-

——

(Berlaku satu kali masuk) | Pengunjung dijamin asurensi Jasa Rahatja
EPutera dengan premi sebesar Rp. 600,-

OBYEK WISATA
TIRTA WADUK CACABAN
~ KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Talun 2012

MASUK OBYEK WISATA
ANAK - ANAK
Rp. 1400)-
Seri BB NO ocvcmrireerrerennns

Sert BB

OBYEK WISATA
TIRTA WADUK CACABAN
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Fahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
ANAK - ANAK

Rp. 1.400,-

o v e e A ke e e A P e

(Berlaku satu kali masuk) | Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja
E Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-

s A A e g

OBYEK WISATA
TIRTA WADUK CACABAN
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA
Rp. 2.900,-
Seri AA NO coeiiiitiierreeeernes

Seri AA

OBYEK WISATA
TIRTA WADUK CACABAN
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA

Rp. 2.900,-

] e i e

(Berlaku satu kati masuk) | Penpumjung dijamin asuransi Iasa Raharja
i Putera dengan premi sebesar Rp.600,-




OBYEK WISATA
TIRTA WADUK CACABAN
- KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
ANAK - ANAK
Bp. 2400,
Seri BB NO ceveverrerrensneanens

Seri BB

(Berlaku satu kali masuk) E Pengmmjung dijamin asuransi Jasa Raharja

OBYEK WISATA
TIRTA WADUK CACABAN
KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
ANAK - ANAK

Rp. 2.400,-

i Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-

- e e A 4

OBYEK WISATA
KOLAM RENANG
- KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tatran 20612

MASUK KOLAM RENANG
Rp: 5,750,
Seri BB NO veveierirrrraraennes

Seri BB

OBYEK WISATA
KOLAM RENANG
KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2612

MASUK KOLAM RENANG

Rp- 5-750"'

(Berlaku satu kaii masuk) | ' Pengunjung dijamin asuransi Jasa Rahar ja E
i

1Putera dengan premi sebesar Rp. 600;-

OBYEK WISATA
KOLAM RENANG
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK KOLAM RENANG
Rp. 6.500,-
Seri BB NO et

Seri BB

(Berlaku satu kali masak) | i Pengungung dijamin asuransi Jasa Raharja

OBYEK WISATA
KOLAM RENANG
KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan PERDA Nomor 2 Fahun 2612

MASUK KOLAM RENANG

Rp. 6.500,-

Putcra dengan premi sebesar Rp. 600;-




OBYEK WISATA
KALIBAKUNG
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA
Rp, 1.900.-
Seri AA NO v,

Seri AA

OBYEK WISATA
KALIRAKUNG
- KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA

Rpc 1 -9“0""

{Berlaku satu kali masuk) ! ' Benglmjuugdgamm asuransi Jasa Baharja
Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-

OBYEK WISATA
KALIBAKUNG
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA. Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
ANAK - ANAK
Rp. 1,400,
Seri BB )

Seri BB

OBYEK WISATA
KALIRAKUNG
o KABUPATEN TEGAL o
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2612

MASUK OBYEK WISATA
ANAK - ANAK

Rp. 1.400,-

(Berlaku satu kali masuk) ! ' Pangmmmg dijamin asuranst Jasa Rahacja
: Putera dengan premi sebesar Rp. 600,

OBYEK WISATA
KALIBAKUNG
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA
Rp: 2.900,-
Seri AA NO coveeeeeeceens

Seri AA

OBYEK WISATA
KALIBAKUNG
) ' KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2612

MASUK OBYEK WISATA
DEWASA

(Berlaku satu kali masuk} E Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja
E Putera dengan premi sebesar Rp. 600,




OBYEK WISATA
KALIRAKUNG
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahum 2012

MASUK OBYEK WISATA
ANAK - ANAK
Rp. 2.400,-
Seri BB NO oieeiirieriienanaaens

Seri BB

OBYEK WISATA
KALIBAKUNG
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 2 Fahun 2012

MASUK OBYEK WISATA
ANAK - ANAK

Rp. 2-4009"

(Berlaku satu kali masuk) i Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja

! Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-

MOCH:

RY POELISTIYAWAN



LAMPIRAN Xi : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 34 TurUr 2012
TANGGAL : 27 APRIL 2012

PAPAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN L20cm

NAMA

ALAMAT

FUNGSI BANGUNAN :
NQ./ TANGGAL KEPUTUSAN :
LOKASI BANGUNAN

30Cm {Papan IMB)

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN



LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR  : 34 Tamm 2012
TANGGAL : 27 APRIL 2012

PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 5 Slawi
e e R

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nama Pemohon PR sreenssansesssssnoracsses setesvsnnrarsrasersnsossans sensersonsee vevetrrernerenes rosee
Alamat RS U
Lokasi Bangunan :.............. sesensennenns sesesesanscsanasressannae ceansasasscanns ctestuesercansnsastnsnraian
 Fungsi Bangunan ¢ ....cccccceeceanne S eeeterseseressesstetesseristrssanssrnasenns cesassrancssressanssarn
Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Tegal Cq. Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal dengan dilampiri ¢
:/ No Jenis Persyaratan Keterangan
1 | Fetocopy bukti kepemilikan tanah (sertifikat/Letter C/akte jual | ADA/TIDAK ADA
beli)
2 | Fotocopy KTP / NPWP bagi Perusahaan ADA/TIDAK ADA
3 | Sket Situasi Bangunan ADA/TIDAK ADA
4 | Keterangan Permohonan yang diketahui Kades / Camat ADA/TIDAK ADA
5 | Gambar Rencana Bangunan ADA/TIDAK ADA
6 i Izin Lokasi / Rekomendasi Pemanfaatan / Perubahan Penggunaan | ADA/TIDAK ADA
Lahan dari Pertanian ke Non Pertanian

Slawi, cevecieinriecensescnenens cressseesasverane

Yang Menyerahkan Yang Menerima

............................................................................................
Lt ot e b e e i B AR e e e e P e ) e o



FORMULIR PENDAFTARAN IMB

KEPADA YTH.
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TEGAL
DI
SLAWI

No.

Dengan Hormat,

Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami mengajukan permohonan kepada Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal untuk mendapatkan izin Mendirikan / Merombak /

Membongkar Bangunan .........c...cooviiiiiniiiiin e yang terletak di Desa
I TN RT /7 RW e Kecamatan
.............................. Kabupaten Tegal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Tegal Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Adapun untuk Keterangan, Identitas kami adalah sebagai berikut :
Nama :

Pekerjaan :

Alamat Rumah :

NPWP ;

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha:

Fungsi Bangunan :
Lokasi Bangunan :

Guna kelengkapan permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan lampiran — lampiran
antara lain :
Fotocopy Sertifikat Tanah / Letter C / Akta Jual Beli
Fotocopy KTP / NPWP bagi Perusahaan
Sket situasi Bangunan
Gambar Rencana Bangunan _ 7 o - A
Izin Lokasi / Rekomendasi Pemanfaatan / Perubahan Penggunaan Lahan dari Pertanian |
ke Non Pertanian
6. Surat Persetujuan Tetangga
AU
8

---------------------------------------------------

el &

Demikian permohonan ini kami ajukan, selanjutnya untuk dapat di proses

Yang Menerima

Catatan :
1. Lembar 1 & 2 untuk dip roses
2. Lembar 3 untuk Kecamatan

MODEL DPD IT1 - 48



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU NOMOR BUKT!
ILGatot Subroto No.5 Telp.(0283) 491301 Slawi 52419 '

a Bendahara Penerimaan /

Bendahara Penerimaan Pembaniu
b Telah Menerima Uang Sebesar

Dengan Huruf i )
¢ Dari Nama :

Alamat

Sebag'ai Pembayaran Y iidiiin rinies pak SRR ata b b kb bR B R e e LR B R R PR

e Nama Kegiatan :
U:ST KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
f Tanggal diterima vang
Mengetahui Pembayar [ Penyetor

Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu

NIP.
Lembar Ask : Untuk Pembayar / Penyetor / Pihak Ketiga
{embar 1 1 Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu
Lembar 2 :ARSIP

MO

TEGAL,

RY|SOELISTIYAWAN




LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 34 TAHN 2012
TANGGAL : 27 aPRIL 2012

PAPAN IZIN GANGGUAN DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

IZIN GANGGUAN

NAMA PERUSAHAAN

NAMA PEMILIK

JENIS USAHA

ALAMAT

NO. / TANGGAL KEPUTUSAN
MASA BERLAKU

30Cm {Papan izin Gangguan)



PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR

LAMPIRAN XIV :

34 TAHN - 2012

NAMA PEMOHON
ALAMAT PEMOHON
JENIS USAHA

NAMA PERUSAHAAN

BLANGKO SURAT PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

PEMERINTAH XABUPATEN TEGAL

BADAN PELAYAN AN PERIZINAN TERPADU
Alamat ;: Jalan Gatot Subroto No. 5 Telp. (0283) 491301 SLAWI

IZIN GANGGUAN

ALAMAT PERUSAHAAN /

TEMPAT USAHA
Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Tegal Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan

----------------------------------------------------------------------------------------

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

.
% susessnserENE XL R R R R R R R N R R L AL R R R R R LT)

Terpadu Kabupaten Tegal, bermaterai 2 i Rp.6000,~ yang masing- masing dilampiri :

No Jenis Persyaratan Keterangan

1 | FotoCopy KTP yang masih berlaku ADA/TIDAK ADA

2 | Pas Foto Ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar ADA/TIDAK ADA

3 | Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (bagi pemohon yang berbentuk | ADA/TIDAK ADA
Badan Hukum AD/ART yang sudah disahkan bagi koperasi} '

4 (b kti tanah (Sertifikat, Surat Perjanjian | ADA/TIDAK ADA
sewa / Kontrak. Persetu_]uan ‘Pemilik dan sebagaiya bagi yang bukan -
milik sendiri

5 | Fotocopy Izin Lokasi / Rekomendasi Rencana Perolehan Tanah dan | ADA/TIDAK ADA
atau Penggunaan Tanah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kab.Tegal

6 [ Surat Persetujuan tetangga / masyarakat yang berbatasan Persil, dan | ADA/TIDAK ADA
untuk jenis jenis usaha tertentu harus melakukan sosialisasi diketahui
oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Carnat stempat

7 | Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ADA/TIDAK ADA

8 | Fotocopy NPWPD / NPWP ADA/TIDAK ADA

9 | Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir ARA/TIDAK APA

10 | Surat Pernyataan kesanggupan diatas kertas bermeterai ADA/TIDAK ADA

11 | Gambar / Denah Tempat Usaha ADA/TIDAK ADA

12 | Snelheeter / Stopmap 2 (dua) buah (warna merah) ADA/TIDAKX ADA

13 | Membuat dokumen UKL / UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Upaya Pemantauan lingkungan) atau SPPL (Surat Pernyataan dan
Pegelolaan ngkungan) bagi rencana usaha atau kegiatan yang
diwajibkan (.

14 | Membayar Retribusi ADA/TIDAK ADA

SlAWL, covcnverrrearnceercmersmaresennrrrsnnressstascernnsermonanernres
Yang Menyetahkan Yang Menerima



N

Nomor
Lampiran
Perihal

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth.
: Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
: Permohonan Izin Gangguan Kabupaten Tegal

Di

SLAWI
Yang bertanda tangan di bawah ini Nama .......cccrviiimmimiiineninc

Pekerjan / JABBIAR ....ooorieiirneiereren e
Alamat J). ..ooveniiiiiiiire eereranes 12§ S veeersRW i
Desa / Kelurahan ....cccoiviiiciaiaiiiniiciiinens Kecamatan covoivsiiceesasicrinsss -
Kabupaten / Kota .......cooimiiieniiiiiinnnnn Telepon NO. ceveeeiiiiiiririiirarenrnriiacaian
Kode Pos ............. NPWP /NPWPD NO. ...ccovvviinirniminmiinieanreien bertindak untuk
AR GBS THAIAR .\ evevrrrerssenenressersnsrarssnsasmesrestorsnrsssnsnsesnssraaramresnsoseassasararas

Dengan ini mengajukan permohonan dengan hormat untuk memperoieh izin
Gangguan dengan Jenis Usaha .....c.coooiiiniim

........................................................................ Dengan Nama Perusahaan
.................................................... , yang didirikan berdasarkan atas pendirian
Badari Hukusi / Akta Notaris NOmor .......coovvvveevnenceciennnenn Adapun letak di Jalan
........................ Rt .oooveriieeneenn RWoieinneeooDesa / Kelurahan. ........ooveeennenn.
Kecamatan .......ococcecccaiinnnnrennn Kabupaten Teaga, Telepon No. .....c.oovviieniinian
KodePos .....ccovucuinennennn. di atas tanah Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Guna
Usaha / Hak sewa / Kontrak Nomor .................Tanah Yayasan Letter C No. ..............
Persil .....cooovvrvneeninnennne. Blok ......coevnennn AtasNama ................. yang diperolch
berdasarkan Akta Jual Beli / Hibah / Waris / Sewa / Kontrak / Atas Kuasa Tanggal .......
NOMOE (uvcvvirriacssencans Seluas ..coovviinniiiiiian M?, Luas Tempat Usaha ....c.cc.M?

diatasnya berdiri bangunan Rumah / Kantor / Pabrik / Tempat Usaha / dengan luas lantai
bangunan ........c..oeeeveeeees Mz,
Batas — batas Tempat Usaha adalah scbagai berikut :

-~ Secbelah TIMUE @ ciiiireiiiiinrersrsesrsrsressrasnsrssansassnssmsimermmssns
- Sebelah Selatan :........... e e R h e e e
- Sebelah Barat D eteteranesetresseresessteseneseasetesannsenansnsannrannas
- Sebelah Utara D et eeieeeeeiieeteecersesieratesstreretrasteerenasranensrene

Berkas Persyaratan scbagai kelengkapan permohonan ini sebagaimana terlampir.
Berkenaan dengan permohonan ini, kami bersedia mentaati Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan
Perundang — Undangan lainnya yang berkaitan dengah usaha tersebut.
Demikian Permohonan ini kami ajukan selanjutnya untuk dapat diproses.

Pemohon

Meterai Rp. 6000,



1.

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemohon
Nama Perusahaan
Alamat
Pekerjaan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Penduduk / warga sekitar yang nama-namanya sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai
warga tetangga yang berbatasan langsung dengan tempat usaha yang dimaksudkan
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Dengan ini menyatakan yang sebebnar-benarnya bahwa :
a. Pihak PERTAMA dalam rangka mendirikan usaha / kegiatan ...........cooorvovemermevnnnn.n.
................................................ mengajukan persetujuan kepada pihak KEDUA.
b. Pihak KEDUA ( Tetangga, warga ) sekitar tempat usaha / kegiatan pihak PERTAMA
menyatakan persetujuan dan tidak keberatan adanya kegiatan usaha tersebut.
c. Apabila terjadi hal-hal yang merugikan pihak KEDUA menjadi tanggung jawab pihak
PERTAMA.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan ataupun
tekanan dari pihak manapun.

................... U UTPTUROPRY.: | S
Pihak PERTAMA Tetangga / Warga Pihak KEDUA
Tanda Tangan
| ROURPORO PPN 1oian,
................................. ) 2 2SSO 2 et
3 3 s
L TN 4 ieanannnnn
R RPN L TR
SRR (i TR
T e T oeeeeaens
Mengetahui :



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama D eeeeeveeatrrsesesnentitertatanritaietsesterentssnetteratrensreatanaaaanaees
Tempat / Tanggal Lahir @ .o
Pekerjaan e taeernteeetenreeeeteteeer et et et s nanen et et asearreesrrrrs
Alamat L e ettsttesteresceesecereetiteretitettteteirr et raeaeenaeataaeerarrraaaes

Selaku Pemilik Perusahaan .........ccocevvvniminvniiiiiiiiiiiininieineninerresreananss
Dengan jenis UsaNa .......ccoooivniuiireiiiiiire e
Yang terletak di Rt ................ RW .oovirnnninn Desa/Kelurahan ...,
Kecamatan .......ccoeeeiieiiiiiiareiissracrnerssnsesas Kabupaten Tegal, schubungan dengan Usaha

dan atau kegiatan Kami, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk :
1. Berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah

N’

2. Menyediakan Alat kelengkapan keamanan Perusahaan dan keselamatan kerja
3. Memasang Papan nama Perusahaan
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar - benarnya tanpa ada paksaan
atau tekanan dari pihak manapun.
O N Tanggal.........coovvnninniidd 201.........

Saya yang Menyatakan

Meterai Rp. 6000,-

--------------------------------------------------



(

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN :
DESA / KELURAHAN :

No.Kode Desa / Kelurahan :

SURAT KETERANGAN

Nomeor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Pekerjaan / Jabatan : Kepala Desa / Kelurahan
Dengan ini kami menerangkan dengan sebenar — benarnya bahwa :
Nama

Alamat

Kewarganegaraan dan Agama

Pekerjaan
Tempat Tinggal HJalan .. Rt......... Rw...coovune.
Desa..coviiniiciiiiiiiieireeae, Kec. eovviiiiiiiiican
Kabupaten/ Kota ............ccoocivniiiiiiiiiiiiiiienn.
Surat bukti diri CKIPNo. .o, KKK No. cciinininannns
Yang bersangkutan benar — benar mempunyai kegiatan, dengan jenis usaha ........................
dijalan ....ooooremninin e N L\ S RW o
Desa/Kelurahan .................... . Kecamatan .................ooooiniii..
Kabupaten Tegal.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa / Kelurahan

-----------------------------------------------



DENAH LOKASI

Pemohon :

%

Mengetahui :

Kecamatan Desa / Kelurahan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat ; Jalan Gatot Subrote No. 5 Telp. (0283) 491301 SLAWI

REGISTRASI ULANG IZIN GANGGUAN

NAMA PEMOHON
ALAMAT PEMOHON
JENIS USAHA

---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

NAMA PERUSAHAAN
ALAMAT PERUSAHAAN /
TEMPAT USAHA

---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

Mengajukan permohonan Registrasi Ulang Izin Gangguan kepada Bupati Tegal Cq. Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal, bermaterai Rp.6000,- yaitg masing- masing dilampiri :

No Jenis Persyaratan Keterangan
1 [FotoCopy KTP yang masih berlaku ADA/TIDAK ADA
2 | Pas Foto Ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar ADA/TIDAK ADA
3 | 8K Izin Gangguan Asli dan / atau Fotocopy ADA/TIDAK ADA
4 | Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir ADA/TIDAK ADA
2 | Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan ADA/TIDAK ADA
6 { Gambar / Denah Tempat Usaha ADA/TIDAK ADA
7 | Stofmap / Snethecter 2 (dua) buah ADA/TIDAK ADA
8 | Membayar Retribusi ADA/TIDAK ADA

Slawi, cvveeiineiiaeeanns

Yang Menyerahkan Yang Menerima



Nomor
Lampiran
Perihat

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
: Permohonan Registrasi Ulang Kabupaten Tegal

Izin Gangguan Di
SLAWI

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama .............ccoooomvviemvoeeeeoone
Pekerjaan / JABAtAR ..........ooeeiiiiiiiiii i
Alamat JL .....ooovrriiiniiiiiiiinniiii e, Rt oo, RW ooreeninann,
Desa / Kelurahan ..........cevvvevereriniininnnan. Kecamatan .......coccovvvveiininiiisenninninnns
Kabupaten /Kota ........cccoeniiriniinnnnn... Telepon No. ...cvvevivneiieeici e
KodePos ............. NPWP NPWPD No. ....ciiiiiiiiniiiiiciciecve e, bertindak untuk
dan atAS BAMA .....cooiiiiii e e e e e et ra e e aeetesaee e,

Dengan ini mengajukan permchonan dengan hormat untuk memperoleh izin
Gangguan dengan Jenis Usaha .......voiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin e ensssetosisesessssssanns
........................................................................ Dengan Nama Perusahaan
.................................................... » yang didirikan berdasarkan atas pendirian
Badan Hukum / Akta Notaris NOMIOF ........ceuvieeiiniieneinennnnnnn, Adapun letak di Jalan

Kecamatan .......coovveeveiiiiiecnnnnnn, Kabupaten Teaga, Telepon No. ......cvuvusiivniennen.
KodePos .....ccvevninenennnnnn.. di atas tanah Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Guna
Usaha / Hak sewa / Kontrak Nomor ................Tanah Yayasan Letter C No. ..............
35 2 Blok .......c....... Atas Nama ................. yang dipereleh
berdasarkan Akta Jual Beli / Hibah / Waris / Sewa / Kontrak / Atas Kuasa Tanggal .......
Nomor v..vvvviiniiiiannn Seluas ....ovniveiniiiiiiinie M2 Luas Tempat Usaha ...........M?
diatasnya berdiri bangunan Rumah / Kantor / Pabrik / Tempat Usaha / dengan luas lantai
bangunan .........c.ccoueuennn M2,
Batas — batas Tempat Usaha adalah sebagai berikut :
Sebelah Timur 1. e s
Sebelah Selatan ...
Sebelah Barat D e ieerreeererere i srbieseae i teean e enaranernrrans
SebelahUtara & ..veiiiiiiiii e
Berkas Persyaratan sebagai kelengkapan permohonan ini sebagaimana terlampir,
Berkenaan dengan permohonan ini, kami bersedia mentaati Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan
Perundang — Undangan lainnya yang berkaitan dengan usaha tersebut.
Demikian Permohonan ini kami ajukan selanjutnya untuk dapat diproses.

Meterai Rp. 6009,-

--------------------------------------------------



R

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

Tempat / Tanggal Lahir

------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

Pekerjaan

------------------------------------------------------------------------------

Alamat

-------------------------------------------------------------------------------

Selaku Pemilik Perusahaan .............coooiiiimiiiiiiii e
Dengan jenis USaNa ......cccovieeiiiiiiiiviiiiiiii sttt s e ee s erersna e
Yang terletak diRt ................ RW ..vvrininanaas Desa / Kelurahan

Kecamatan .......ccocoiviiiiiiiiiiiiiiiiiiieinene, Kabupaten Tegal, sechubungan dengan Usaha

dan atau kegiatan Kami, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk :

----------------------------------

4. Berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah
5. Menyediakan Alat kelengkapan keamanan Perusahaan dan keselamatan kerja
6. Memasang Papan nama Perusahaan

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar - benarnya tanpa ada paksaan
atau tekanan dari pihak manapun.

Saya yang Menyatakan

Meterai Rp. 6000,

..................................................



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN :
DESA / KELURAHAN :

No.Kode Desa / Kelurahan :
SURAT KETERANGAN
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
Pekerjaan / Jabatan : Kepala Desa / Kelurahan
Dengan ini kami menerangkan dengan sebenar — benarnya bahwa :
Nama
Alamat

Kewarganegaraan dan Agama

Pekerjaan
Tempat Tinggal sJalan ..o Rt......... Rw..ocoeeree.
Desa..oooeeiiiiiiiiiiiiiiie Kec. vt
Kabupaten / Kota .......ccoveviviiniiiririiiaiininirieneeiecenenns
Surat bukti diri TKTPNO. i, KKK NO. cocoveiniiaeinnn
Yang bersangkutan benar — benar mempunyai kegiatan, dengan jenis usaha ........................
i L1« U eN |3 S RW oo
Desa/Kelurahan .........c..ocoociiiiiiiiiiiiiiniiniaa., Kecamatan ...........cooooiiiiinininiiann.
Kabupaten Tegal.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa / Kelurahan

-----------------------------------------------



¢ Dari

NO
URUT

Lembar Asti
lembar 1
Lembar 2

Bendahara Penerimaan Pembantu
Telah Menerima Uang Sebesar
Dangan Huruf

d Sebagal Pembayaran
¢ Nama Kegiatan

f Tanggal diterima uang

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TANDA BUKTI PEMBAYARAN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU NOMOR BUKTI :

H..Gatot Subroto No.5 Telp.(0233) 491301 Slawi 52419

Bendahara Penerimaan /

Nama
Alamat

KODE REKENING UBRAIAN JUMLAH (Rp)

Mengetahiii
Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu

NIP.

: Untuk Pembayar / Penyetor / Pthak Ketiga
: Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu
:ARSIP

WAKIL BUPA GAL,

\
MOCH-HERY HOELISTIYAWAN

Pembayar / Penyetor




LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 34 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 APEIL 2012

B. BLANGKO BERITA ACARA PEMERIKSAAN TIM

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TIM PENERTIBAN IZIN GANGGUAN

KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini............. Tanggai............. Bulan...........c..... Tahun Dua ribu.................
Tim Penertiban izin Gangguan Kabupaten Tegal telah mengadakan pemeriksaan Tempat
USaha........cooeieieceracrimre e berdasarkan pemmohonan izin Gangguan dari

.............................................. di Desa/

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tempat Usaha :

1. Tempat usaha terletak di
JAIAN. ... RT..cooeeeeet RW............. Desa/
Kelurahan........ccccccecivininnnnnn. Kecamatan ...........ccccccoececrnnen Kabupaten Tegal di atas
tanah hak milikk Nomor........... tanah yasan Letter C Nomor......... Persil Nomor.........
Blok............. atas NAMA .....ccocceeevmerirarinnnnnan. luas tempat usaha............. M2, di atasnya
berdiri bangunan permanen/ semi permanen berupa Kantor/ Pabrik/ Tempat usaha
dengan luas lantai bangunan ........... M2.

2. Batas-batas tanah yang dimohon untuk tempat usaha sesuai dengan Surat
Permohonan dengan status tanah : Hak milik, Hak Guna Bangunan, Sewa, Kontrak,
Hibah.

3. Pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi tidak dijumpai/ dijumpai hal-hal yang
bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.



.

Keberatan dari tetangga atau pihak 1ain Yaitt ...
Pertimbangan Tim Penertiban Izin Gangguan

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim Penertiban lzin Gangguan, pemohon tersebut

layak UNtUK JISEtUJUIl GHOIAK SBDAD «......r.vrereerrerreressrrsssssssnssernss s tssessssessseenssn

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang tersebut di atas

No. Nama Terang Jabatan Tanda Tangan
1 1
2 2
3 3

-4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
16 16

ERY [SOELISTIYAWAN

?MO



Keberatan dari tetangga atau pihak lain yaitu

Pertimbangan Tim Penertiban Izin Gangguan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang tersebut di atas

------------------------------------------------------------------------

..........................................................................

No. Nama Terang Jabatan Tanda Tangan
1 1

2 2
3 3

4 4
5 5

6 6
7 7
5 - 3
8 g

10 10
11 1

12 12
13 13

14 14
16 16

MOC

'RY SOELISTIYAWAN

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim Penertiban izin Gangguan, pemohon tersebut
layak untuk disetujui/ ditolak sebab

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab



LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 34 TAHUN 2012
TANGGAL : o 4o 2012

FORMULIR PERMOHONAN IZIN TRAYEK

Kepada
Yth. Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu

Perihal : Permohonan Izin Trayek Kabupaten Tegal
Di-
SLAWI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

.
Nama D errrrrtereresurirne e et rir s e e st e nsararasarrsasasaenrrtas
t -
a D etrieraesreeriraere e sre st sas b et b aba st s nrer s rares
.
.
Perkerjaan I deieseas BT TP PSP P U OPPPPPRPPPIPTI

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Trayek sebagai berikut :

1. Izin Trayek an. PO L ettt et e ehed ittt a et e ted e hasdada e dadatadiiaa
2. Trayek yang dilayani  eeeeeeeeteaerteeeetsanassotoasetntaseenaesatatnaetnrensenanienrrsana
3. Dilayani dengan -
4. Merk dan Type Kendaraan ..ottt s et st
5. Jenis / Tahun Pembuatan | ...t ricceicce e e,
6. Kapasitas tempat duduk Doveaeans B VPO PO PP PPPPTPOPPPPPPPPIEN

Dengan penjelasan / alas an sebagai berikut :
Mohon untuk dapat diperbaharui : Izin Trayek / Kartu Pengawasan / Kartu Jam
Perjalanan yang masa berlakunya akan / sudah habis.

Dengan No. Pol Kendaraan : .......c..cccoooeeei .

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan permohonan berupa foto
copy surat-surat yang diperlukan untuk bahan pertimbangan sebagai berikut :
a. Foto copy KTP / Identitas ;
b. Foto copy Buku Uji ;
c. Foto copy STNK ;



. Foto copy Jawa Raharja ;
. Foto copy Kartu Pengawasan ;
Foto copy Keputusan Izin Trayek yang lama (bagi yang pembaharuan /

perpanjangan).

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

...............................................



DENAH LOKASI
Pemohon :

S T —

™
Mengetahui ;
Kecamatan Desa / Kelurahan
PP ) OO )




LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 34 TAHUN 2012

TANGGAL : 2] APRIL 2012

FORMULIR PERMOHONAN SIPI

Nomor

Lampiran

Perihal : Permohonan / Perpanjangan *)
Surat fzin Penangkapan Ikan ( SIPI )

...................................

Slawi

Dengan ini kami bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan
SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ( SIPI ) atas kapal kami :

1. IDENTITAS KAPAL

1. Nama Kapal

2. Tempat dan Nomor Registrasi Gross Akte

3. Tempat dan Nomor Tanda Selar

4, Nama Panggil Kapal / Call Sign

5. Bendera

6. Nomor Surat Ukur

7. Nomor Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan

8. Asal Perolehan Kapal :
[] Buatan Dalam Negeri
[C] Pengadaan dari Luar Negeri
[J Putusan/Penetapan Pengadilan

] Pengadaan dari HIBAH

9. Tempat Pembuatan Kapal :
10. Kontruksi Badan Kapal : Kayu/ Fiberglass / Besi Baja




Ii. SPESIFIKASI KAPAL

1. Berat Kotor Kapal ( Gross Ton ) : GT
2. Muatan Bersih Kapal ( Nett Ton ) : NT
3. Kapasitas Palkah : Ton
4. Temperatur Minimum Ruang
Penyimpanan Ikan / Palkah Ikan : °c
5. Merek dan Tipe Mesin
6. Nomor Mesin
7. Kekuatan Mesin
8. RPM
9. Ruang Penyimpanan Ikan
- Hidup : Unit
- Segar : Unit

10. Fasilitas Pendukung Operasional

( vessel monotoring system / VMS )}

III. JUMLAH ANAK BUAH KAPAL ( ABK)

1. ABK Indonesia : Orang
2. ABK Asing : Orang
- Nomor Rekomendasi TKA

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan dan atas
perhatian serta persetujuan Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasth.

Pemohon

.....................................

Tembusan :
1. Kepala Dinas Provinsi ***¥)

2. Arsip.

Keterangan:

* Coret yang tidak perlu

**)  Pilib jenis kegiatan usaha yang sesuai

*¥#+)  Menunjukan dokumen asli atau legalisir oleh Penanggung jawab Perusahaan
**+¥) Sesuai dengan Dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan di Provinsi

masing — masing.



FORMULIR PERMOHONAN SIUP TANGKAP

..................... ,20 .
Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan ( STUP )
Baru / Perubahan *) untuk Penangkapan Ikan
Yth. :
Kepada Bupati
N
— Cq. Kepala Dinas ..................
Di-—
Slawi
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
2. Jabatan dalam Perusahaan / Koperasi *)
3. Nama Perusabaan / Koperasi *)
4. Alamat Perusahaan / Koperasi *)
5. Usaha Penangkapan Ikan : [ Kapal 0 -5 GT [] Kapal 6 -10 GT
p_—

(Guna memenuhi persyaratan vang di wajibkan terfampir di sampaikan :

{1 SIUP lama ( untuk perusahaan yang menmgajukan perubahan SIUP )

[1 Rencana Usaha

] Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) ***)

[]Foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum / koperasi yang

AW oN -

menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah di syahkan
oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum / koperasi ; ***)

5. [ Surat keterangan domisili perusahaan / koperasi ;

6. [ ] Foto copy kartu tanda penduduk ( KTP ) penanggung jawab perusahaan /

koperast ; *¥**)




7. [ Pas foto berwarna penanggung jawab perusahann / koperasi sebanyak 4 ( empat )
lembar ukuran 4 X 6 cm.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan dan atas
perhatian serta persetujuan Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan / Penanggung jawab
Tembusan :
1. Kepala Dinas Provinsi ***#)
2. Arsip.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**)  Pilih jenis kegiatan usaha yang sesuai

¥**) Menunjukan dokumen asli atau legalisir oleh Penanggung jawab Perusahaan
*#**) Sesuai dengan Dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan di Provinsi

masing — masing.




(Y

FORMULIR PERMOHONAN SIUP BUDIDAYA IKAN BADAN / KOPERASI

Nomeor

Lampiran

Perihal : Permohonan Surat [zin Usaha Perikanan ( SIUP )

Baru / Perubahan *) untuk Usaha Budidaya tkan

Yth. :
Kepada Bupati
Cq.KepalaDinas ..................
Di-
Slawi
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
2. Jabatan dalam Perusahaan / Koperasi *)
3. Nama Perusahaan / Koperasi *)
4. Alamat Perusahaan / Koperasi *)
5. Usaha Pembudidayaan Tkan **) : [ air tawar [] air payau [] di laut

6. Jenis Kegiatan Usaha **)

a. Tahap Produksi

] Pembenihan [] Pembesaran [} Pemanenan
b. Tahap Pengelolaan ( sesuaikan dengan batang tubuh )

] Penanganan Hasil [] Pengolahan  [] Pengawetan

[] Penyimpanan [1 Pendinginan

¢. Tahap Pemasaran
] Pengumpulan [0 Penampungan [] Pemuatan
] Pengangkutan [] Penyaluran [] Pemasaran

Guna memenuhi persyaratan yang di wajibkan terlampir di sampaikan :

1.

[] SIUP lama ( untuk perusahaan yang menmgajukan perubahan SIUP )

2. [ Rencana Usaha
3.
4. ] Foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum / koperasi yang

] Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak { NPWP ) ¥¥%*)

menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah di syahkan
oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum / koperasi ; **¥)




5. [ Surat keterangan domisili perusahaan / koperasi ;

6. [ ] Foto copy kartu tanda penduduk ( KTP ) penanggung jawab perusahaan /
koperasi ; **¥)

7. ] Rekomendasi Lokasi Pembudidayaan Ikan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota

8. [ Pas foto berwarna penanggung jawab perusahann / koperasi sebanyak 4 ( empat )
lembar ukuran 4 X 6 cm dan

9. [] Analisis mengenai dampak lingkungan {( AMDAL ), sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan dan atas
perhatian serta persetujuan Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tembusan :
3. Kepala Dinas Provinsi ***%*)
4. Arsip.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**)  Pilih jenis kegiatan usaha yang sesuai

¥**)  Menunjukan dokumen asli atau legalisir oleh Penanggung jawab Perusahaan
****) Sesuai dengan Dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan di Provinsi

masing — masing.



FORMULIR PERMOHONAN SIUP BUDIDAYA IKAN PERORANGAN

Nomor

Lampiran

Perihal : Permohonan Surat 1zin Usaha Perikanan ( SIUP )

Baru / Perubahan *) untuk Usaha Budidaya Ikan

Yth. :
Kepada Bupati
Cq. Kepala Dinas ..................

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
2. Alamat

3. Usaha Pembudidayaan Ikan **) : [1 air tawar [_] air payau [] di laut
4. Jenis Kegiatan Usaha **)

a. Tahap Produksi

[] Pembenihan [] Pembesaran [] Pemanenan
b. Tahap Pengelolaan ( sesuaikan dengan batang tubuh )

[] Penanganan Hasil [] Pengolahan [ _J Pengawetan

[ Penyimpanan [] Pendinginan

c. Tahap Pemasaran
] Pengumpulan [1 Penampungan [] Pemuatan
[} Pengangkutan ] Penyaluran  [] Pemasaran

Guna memenuhi persvaratan yvang di wajibkan terlampir di sampaikan :

1.

A S

=

[] SIUP lama ( untuk perusahaan yang menmgajukan perubahan SIUP )
[1 Rencana Usaha
[] Surat keterangan domisili
[ Foto copy kartu tanda penduduk ( KTP )
[] Rekomendasi Lokasi Pembudidayaan Ikan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota
[] Pas foto berwarna sebanyak 4 ( empat } lembar ukuran 4 X 6 cm
- Pembesaran Air Payau

{J<1Ha [] >1Ha




/

- Pembesaran Air Tawar
3 <500M? 15001000 M? [1>1000 M?
- Pembenihan Air Payau
[] Hatchery [] Backyard
- Pembenihan Air Tawar
[150 — 100 Pasang Induk  [] > 100 Pasang Induk

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan dan atas

perhatian serta persetujuan Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasth.

Pemohon

.....................................

Tembusan :
5. Kepala Dinas Provinsi ***%*)

6. Arsip.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

*¥)  Pilih jenis kegiatan usaha yang sesuai

***)  Menunjukan dokumen asli atau legalisir oleh Penanggung jawab Perusahaan
**x¥) Sesuat dengan Dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan di Provinsi

masing — masing.



RENCANA USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN ¥*)
[J AIRTAWAR [JAIRPAYAU [JAIR LAUT

2. RENCANA KEGIATAN USAHA

USAHA PEMBUDIDAYAANIKAN : ..ot

Lokasi Kegiatan Luas | Tanda

No i _ Jenis )

Jenis Kegiatan Usaha Kabupaten / Ha/ Bukti

Ikan | Desa | Kecamatan Provinsi
' Kota Unit ) | Legalitas
1. | TAHAP PRODUKSI

* Pembenihan
= Pembesaran

» Pemanenan
TAHAP
PENGOLAHAN
* Penanganan hasil
= Pengolahan

» Pengawetan

= Penyimpanan

* Pendinginan
TAHAP PEMASARAN
= Pengumpulan

* Penampungan

* Pemuatan

= Pengangkutan

= Penyaluran

* Pemasaran




CJ

3. RENCANA TAHAPAN KEGIATAN

Lokasi Kegiatan
Jenis Kegiatan | Jenis
Tahun Kabupaten | Volume
Usaha **) Tkan | Desa | Kecamatan Provinsi
/ Kota
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
1. RENCANA TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN
Teknologi yang Jumlah
Jenis Kegiatan Usaha Jenis Ikan . Satuan )
digunakan (unit )
Keterangan untuk tahap produksi :
I. Air Tawar
1.KAT = Kolam Air Tenang
2. KAD = Kolam Air Deras
3K  =Keramba
4 KJA =Keramba Jaring Apung
I1. Air Payau
1.Teknologi Sederhana
2.Teknologi Madya
3.Teknologi Maju
III. Di Laut
1. Ikan ( KJA) (lunit ......ocovevnnen... M2)
2. Kerang — kerangan (lunit...oovvneiinina, M2)
3. Rumpu Laut (Tumit .o, M)

-  MA = Metode Apung
- LD = Lepas Dasar

- LL =LongLine

- T =Tambak




-

2. SARANA USAHA YANG DIMILIKI

Jenis Kegiatan Usaha Jenis Sarana | Kapasitas Satuan Julmiah Nilai
(unit ) (juta)
3. RENCANA PENGADAAN SARANA USAHA
Jenis Kegiatan Usaha Kapasitas | Satuan Sasaran Pengadaan Tahun ke
Jumlah
1 2 3 4
UNU[N|U U{NJU|N|U N
Keterangan : U = Unit
N =Nilai (juta )
4. RENCANA VOLUME PRODUKSI SETIAP TAHAPAN KEGIATAN
Jenis Kegiatan
Usaha Jenis Ikan Tahun Ke... Volume
1 2 3 4
Keterangan untuk Tahap Produksi
a.Rumput Laut dalam ton kering panen;
b.Mutiaran dalam butir;
c.Ikan / Udang dalam ton dan / atau ekor;
d.Keterangan dalam ton.
5. RENCANA PEMASARAN
Dalam Negri
Jenis Ikan / Tahun Ke Jumiah
Komoditas 1 2 3 4 5
V | N V | N \Y N VI{N \Y% N v N

Jumlah




SURAT PERMOHONAN IZIN INSIDENTIL ANGKUTAN ORANG

NO. | NAMA PO PO

1. | NAMA PO

2. | PIMPINAN PERUSAHAAN
3. | NAMA PEMILIK (STNK)
4. | ALAMAT
5. | JENIS KENDARAAN
6. | NO.KEND. / NO. UJI
7. | HABIS MASA BERLAKKUNYA
8. | NO. KARTU PENGAWASAN
9. | HABIS MASA BERLAKUNYA
10, | TRAYEK YANG DILAYANI
11. | TANGGAL PENGGUNAAN
12. | KEPERLUAN
13. | KETERANGAN

L33 17 TR
PEMOHON,
Telp.
Persyaratan :
1. Foto copy KTP 1 lembar
2. Foto copy STNK 1 lembar
3. Foto copy Kartu Pengawasan (Trayek) 1 lembar
4. Foto copy Buku Uji 1 lembar

WAKIL BUPATI TEGAL,

N

MOEH” HERY SOELISTIYAWAN



Luar Negri
Jenis Tkan / Tahun Ke
. Jumlah
Komoditas 1 2 3 5
vV v N vV N v N A" N v N
Jumiah

Keterangan : V= ( Ton / Butir )

N = - Dalam Negeri
- Ekspor

6. RENCANA TENAGA KERJA

(Rp. 1.000.000.- )
(US $1,000)

Tenaga Kerja (orang )

Bidang Pekerjaan

Jumiah

Manajemen

Administrasi

Teknis

1.Indonesia

2, Asing

Jumlah

7. RENCANA PEMBIAYAAN
= Areal dan Sarana Usaha

Rincian

Nilai (juta )

1.Areal / Tanah
2.Sarana Usaha

Jumiah

= Sumber Pembiayaan

Rincian

Nilai (juta )

1.Sendiri
2. Pinjam

Jumlah

-----------------

Pimpinan / Penanggung Jawab

WAKIL BUP

MOC

GAL,

RY JOELISTIYAWAN




)

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPAT! TEGAL

NOMOR ~ : 34 mumy 2012
TANGGAL : oo oo oo

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTT :

Bendahara Penerimaan................c.cooueoo.....
Telah menerima uang sebesar Rp.
(dengan huruf) .....cvevieeiiiiiiiiiiiniieeeenn..
dari Nama :

Alamat
Sebagai pembayaran

NO. | KODE REKENING | URAIAN RINCIAN OBYEK JUMLAH
(Rp.)

Tanggal diterima uang :

Mengetahui :
Bendahara Penerimaan Pembayar / Penyetor

NIP. NIP.

Lembar Asli : Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
Salinan 2 : Arsip

MO RY]/SOELISTIYAWAN




LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR  : 34 TAHN 2012
TANGGAL : 27 APRIL 2012

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SURAT TANDA SETORAN

(STS)

CJ

STS No. Bank :
No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar

(dengan huruf)

NO. | KODE REKENING | URAIAN RINCIAN OBYEK JUMLAH
(Rp.)

JUMLAH

Uang tersebut diterima pada tanggal :

Mengetahui :
Bendahara Penerimaan Pembayar / Penyetor

NIP. NIP.

MO RY//SOELISTIYAWAN
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JENIS-JENIS USAHA / KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN IZIN GANGGUAN

USAHA / KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN
INTENSITAS GANGGUAN BESAR

PRI H WD -

Industri Farmasi

Industri Kimia

Industri Semen

Industri Penyamakan/ Pengawetan Kulit
Industri Pemecah Batu

Industri Kertas

Industri Batu Batery Kering

Industri Logam Elektro/ Pencelupan Logam
Industri Accu

. Perakitan Kendaraan Bermotor
. Industri Karoseri
. Terkstil (pemintalan,pertenunan,penggelantangan,pencelupan,

penyempurnaan)
Industri Marmer

. Industri Besi, Baja, dan logam lainnya
. Industri Minyak Goreng

Industri Margarin

. Industri Pupuk

Industri Plastik
Industri Peralatan Rumah Tangga
Industri Tepung Beras, tapioka, ubi jalar dan ikan

. Industri Garmen dan Pencucian
. Industri Gula Pasir

. Industri Karet Buatan

. Industri Pembrantasan Hama

. Industri Cat, Pernis & Lak

Industri Sabun, Tapal Gigi

. Industri Kosmetik

. Industri Perekat

. Industri Korek api, kembang api

. Industri Kaca Lembaran

. Industri Kapur

. Industri Pengecoran logam

. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya

. Industri Suku Cadang

. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya
. Industri Vulkanisir Ban

. Industri Panel Listrik

. Industri Kapal/ Perahu

. Industri Kendaraan roda Dua atau lebih

Industri Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor

. Industri Tepung / Fillet Tkan

. Industri Dock Helling {Bengkel Kapal)

. Industri Sepeda

. Industri Pembekuan/ pengalengan ikan atau udang
. Industri Batik Cap dan Pencelupan

. Industri Pengasapan Karet

. Industri Teh {Pabrik Teh}

. Industri Tahu, Tempe

. Industri Ban (Pabrik Ban)

Pabrik Eternit, Tegal dan sejenisnya



.

II.

51.

o0.
Sl
S2.
33.
54,
55.
56.
57.
58.
S7.
o8.
S59.

Huller, Tempat Penyosohan Beras dan penggilingan padi yang
dilengkapi dengan lantai jemur

Bengkel Kendaraan Bermotor

Rumah Potong Hewan

Bengkel Bubut

Pabrik Mie soun, bihun, saos dan kecap
Industri Makanan Ternak

Rumah Sakit

Pabrik Obat Nyamuk

Industri Pengisian Bahan Bakar (SPBU, SPBE)
Menara Telekomunikasi Seluler

Menara Penyiaran (Televisi dan Radio)
Industri Radio, TV dan sejenisnya

Industri Pembangkit Listrik

USAHA / KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN
INTENSITAS GANGGUAN MENENGAH / SEDANG

PNOUNH RN

9.

10.
11.
12,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

Pabrik Sepatu

Pabrik Minyak Jarak

Pabrik Minyak Kayu Putih

Percetakan

Industri Bumbu Masak

Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
Industri Pengolahan Buah-buahan dan sayuran
Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/ Kacang-kacangan/ Umbi-
umbian ,

Industri Roti, Kue dan sejenisnya

Industri Gula Merah

Industri Bubuk Coklat

Industri Rokok

Industri Pemintalann Benang

Industri Pertenunan

Industri Pengelantangan

Industri Industri Batik Printing

Industri Karung Guni, Karung Plastik dan sejenisnya
Industri Penggergajian Kayu

Industri Tinta

Industri Barang Gelas

Industri Pertanian dan Pertukangan

Industri Alat Komunikasi

Industri Alat Dapur dari Aluminium

Industri Komponen Elektronika

Industri Kabel Listrik dan Telepon

Industri Lampu dan Perlengkapannya

Industri Alat Fotografi

Industri Susu

Industri Mebelair

Huller, Tempat Penyosohan Beras dan penggilingan padi tanpa
dilengkapi dengan lantai jemur

Retester / Bengkel Tabung Gas

USAHA / KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN
INTENSITAS GANGGUAN KECIL

1
2.
3.
4

Pabrik Bata Merah/ Batako
Pabrik Es Batu

Pabrik Garam
Pergudangan



i

V.

RN G

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

Tambak Udang

Perusahaan Pencucian Kendaraan
Perusahaan strum Accu

Koveksi

Industri Perakitan Elektronik
Industri Sirup

Industri Perajutan Permadani
Industri Kapuk

Industri Garmen tanpa pencucian
Industri Kerupuk

Industri Minuman

Industri Petis, Terasi

Industri Pengeringan Tembakau, Pengolahan Tembakau
Industri Alat Musik

Industri Mainan Anak-anak

Industri Alat Tulis/ Gambar

Industri Perhiasan/ Permata

Industri Jamu

Industri Katering

Industri Bioskop

Industri Ist ulang air mineral

USAHA / KEGIATAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN
INTENSITAS GANGGUAN BESAR

WONOUNRWN -

10.
11.
12.
13.

Hotel Bertaraf Internasional

Restoran

Pembibitan Ayam

Pembibitan Benur, udang

Peternakan Ayam/ Unggas

Peternakan Sapi

Peternakan Kambing

Rumah Potong Hewan

Pusat Perkulakan/ Supermarket
Penangkaran Sarang Burung Walet/ sejenisnya
Garasi Truk, Bus dan sejenisnya
Penjualan/ penampungan besi tua/ gudang
Lapangan Golf

USAHA / KEGIATAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN
INTENSITAS GANGGUAN MENENGAH / SEDANG

1
2
3
4
S.
6.
7
8
9
1

0.

Supermarket Mini/ Swalayan

Pusat Pelatihan/ Keterampilan

Agen Penjualan Tabung Gas
Pertanian lkan Air Deras

Tempat Penampungan Minyak Tanah
Rental Musik

Perusahaan Batik

Klinik

Perbankan

Garage (Garasi)



!

, VL. USAHA / KEGIATAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN
INTENSITAS GANG(;;UAN KECIL 4

00N U d W

Industri / Kerajinan Rumah Tangga

Hotel Bunga kecil / Losmen / Penginapan

Kolam Renang

Perusahaan Meubelair

Rumah Bola Sodok

Gedung dan Sarana Olah Raga yang dikomersilkan

WC yang dikomersilkan

Kolam Pemancingan yang dikomersilkan

Toko Besi dan bahan bangunan, elektro dan sejenisnya
Cuci Cetak Film, Foto Copy

. Usaha Perbankan

. Apotik

. Rumah Pondokan (Asrama)
. Salon Kecantikan

. Vidio Rental

. Pangkas Rambut

. Wartel dan Warnet

Play Station

. Praktek Dokter

. Praktek Bidan

. Tabib :
. Pengobatan Tradisional
. Kantor

WAKIL BUPATI TEGAL,

-~

MOC RY JOELISTIYAWAN



